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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman berikut: 
1. Konsonan 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 







Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 










 fatḥahِ dan ya 
 
ai a dan i  َِىـ 
 fatḥah dan wau 
 













a a َ ا 
 kasrah 
 
i i َ ا 
 ḍammah 
 





 َِفـ يـَك : kaifa 
  ِوـَهَِِل  : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 






َاـمَِِت  : māta 
ىـَمَر : ramā 
 َِلـ ي  ـق : qīla 
 ُِوـمَـيُِِت  : yamūtu 
4. Ta marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 




Harkat dan Huruf 





kasrah dan ya 
 















a dan garis di atas 
 
i dan garis di atas 
 




Kalau pada kata yang berakhir dengan  ta marbūṭah  diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
Contoh: 
ةـَض  وَرِِلأاِ ِلاَف  ط  : rauḍah al-aṭfāl 
ةَـنـ ي  دـَمـ َلاِِةَلــ  ضَاـفـ َلاُِ  : al-madīnah al-fāḍilah 
ةــَمـ  كـ  ح ـَلاُِ   : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd (  ِ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
 
Contoh: 
َِانَـ  ـبَر : rabbanā 
َِانــ َيـ  جَـن : najjaīnā 
 ِقـَح  ــَلاُِ  : al-ḥaqq 
 ِجـَح  ــَلاُِ  : al-ḥajj 
َِم  ـ  ـُعن : nu“ima 
 ِوُدـَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 




 ِىـ لـَع : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ِى  ــبَرـَع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لاِ  
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contohnya: 
ُِِِِِِِِِِِِِِسمَشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةَــلَز  ــل َّزَلاُِ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةَفـس لَـف  ــَلاُِ  : al-falsafah 
ُِدَلا  ـــب  ــَلا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contohnya: 
َِن  وُرـُمَأـت  : ta’murūna 
ُِء  َو  ـن  ــَلا  : al-nau’ 
 ِء  يـَش  : syai’un 
أِ ِرـ  مُِِت  : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, 
khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: 
Fī Zilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūsṣ al-sabab 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh: 
ُِن ـي  دِِ الل      dīnullāh  ِا بِِ الل      billāh   
Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ُِهـ ِمِ ِي فِ ِةَم  ـــحَرِِ الل     hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 
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dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū  Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abuū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 











11. Daftar Singkatan 
DAFTAR SINGKATAN 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā  
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS. …/…: 4 = Quran, Surah …, ayat 4 





Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abuīal-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad Ibnu) 
Naṣr ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Hamīd Abū) 
ABSTRACT 
Name   : Hendra Wijaya 
Student Reg. No. : 80100214031 
Title   : Żawū al-Arḥām Inheritance in the Perspective of Islamic Law  
     Compilation (A Study at the Religious High Court of Makassar) 
  
 Among the heirs’ cases argued by the scholars since the time of the Companions to 
this day is the subject of żawū al-arhām inheritance. Żawū al-arhām is a group of relatives 
other than żawū al-furud and ‘asabah, żawū al-arhām excluding the main heirs, but still 
allow for inheritance in certain conditions. The Islamic Law Compilation (ILC) does not 
contain the żawū al-arhām inheritance explicitly; it prefers the bait al-mal from the żawū al-
arhām. Therefore, in order to avoid the legal void in żawū al-arhām case, it is considered 
necessary to examine how the żawū al-arhām is in the perspective of ILC, with a case study 
at the Religious High Court of Makassar. 
 The study is a descriptive qualitative research using normative theological and 
normative approaches. The sources of data are derived from primary data obtained from the 
results of direct interviews, and secondary data in the forms of written information and 
literature. Non-participant observation, interview, and documentation are utilized in 
collecting the data, and the final stage is drawing conclusions. 
 The results of the study reveal that ILC remains the main reference of the judges in 
determining the inheritance case of żawū al-arhām, particularly on the article 185 verse 1 of 
the ILC on the successor heirs, article 193 verse 2 ILC on the wajibah testament of the 
adopted child, and article 193 ILC concerning rad. ILC accommodates the inheritance of 
żawū al-arhām  through the wajibah testament or as a replacement heir, as well as the method 
of division of the qarabah expert to the recipients of wajibah testament and the method of 
tanzil expert in the position of a successor heir. The Judges agree that the recipients of 
wajibah testament are a maximum of 1/3 of the inheritance property. Differences in opinion 
if żawū al-arhām and żawū al-furud, among the judges there are those who position as 
successor heirs, others choose wajibah testament and the others choose the middle path by 
limiting the replacement heirs only on bunuwah path (inheritor branch) to grandchildren only. 
As for the side paths that are ukhuwah (sibling) and 'umumah (uncle) are enforced wajibah 
testament. 
 There are two implications of the study, namely the theoretical implication which is 
expected to contribute to the thoughts of reforming Islamic law, particularly in the 
development of ILC. The practical implications of this study are that it can be used as a 
reference and consideration in the division of the żawū al-arhām group's inheritance for the 
Muslim community in general and can be inputs to religious judges in determining the żawū 
al-arhām inheritance cases. 
 
Keywords : Inheritance, Żawū al-Arḥām, Wajibah Testament, Successor Heirs,  




BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap insan yang lahir dari rahim ibunya memiliki sifat dan karakter  yang 
berbeda-beda, tidak ada manusia yang sama persis sekalipun terlahir secara 
kembar  indentik, masing-masing memiliki kepribadian dan keunikan tersendiri, 
karena itu manusia biasa disebut sebagai makhluk individu. Disamping sebagai 
makhluk individu, manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial karena dalam 
perkembangannya manusia membutuhkan manusia yang lainnya, ada dorongan 
yang sangat kuat untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama manusia, 
karena pada hakikatnya setiap insan sangat sulit hidup bersendirian, proses 
interaksi dimulai dari kelompok terbatas hingga kelompok yang lebih luas, 
dimulai dari kelompok keluarga kecil,  kelompok keluarga besar, kelompok 
masyarakat, kelompok warga negara , kelompok agama dan lain sebagainya. 
Kelompok yang paling berpengaruh terhadap setiap individu adalah  
kelompok keluarga yang diikat oleh pertalian darah, dalam bahasa arab kelompok 
ini disebut żawūal-qarābah atau żawū al-arhām. Hubungan pertalian darah ini 
berpengaruh secara langsung kepada manusia sebagai makhluk individu maupun 
sebagai makhluk sosial, sebab setiap individu adalah perpaduan antara faktor 
fenotip dan genotip.1 Faktor genotip adalah faktor keturunan dan bawaan, yang 
diwarisi sejak lahir melalui orang tua, sedangkan faktor fenotif adalah faktor 
lingkungan yang berperan  dalam pembentukan karakteristik yang khas dari 
pribadi seseorang, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kelompok pertalian darah juga 
bagian penting dari lingkungan bagi setiap individu. 
                                                          
1
 RidwanEffendi, Pendidikan Lingkungan Sosial dan Budaya (Bandung: CV.Maulana 
Media Grafika, 2007) h.23. 
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Besarnya pengaruh kelompok keluarga terhadap setiap individu terlihat 
dari rasa solidaritas tinggi antara anggota kelompok , hubungan emosional yang 
sangat erat diantara mereka, sehingga setiap individu secara naluri cenderung 
memelihara keutuhan hubungan kekerabatan. Dalam Islam menjaga hubungan 
kekerabatan ini disebut  silaturrahim atau silaturahmi, dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) kata silaturahmi bermakna tali persahabatan 
(persaudaraan), maknanya sangat umum mencakup hubungan persahabatan2, tidak 
membatasi pertalian darah saja. Adapun makna silaturrahim yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah makna silaturrahim dalam arti lebih khusus yaitu 
menjaga hubungan kekerabatan, karena rahim berasal dari bahasa arab yang 
berarti al-qarabah atau kerabat3. DalamIslam silaturrahim adalah sebuah ibadah 
yang agung, bahkan sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk 
menyambung silaturrahim. 
Sebaliknya memutuskan silaturrahim termasuk kategori dosa besar 
(QS.47/22-23), diantara penyebab utama terputusnya silaturrahim adalah 
sengketa warisan, ketidakadilan dalam pembagian warisan dapat memicu 
perselisihan antar anggota keluarga, bahkan tidak jarang sengketa warisan 
berujung pada pertikaian antar anggota keluarga. Sebagai upaya mencegah 
terputusnya silaturrahim akibat pembagian warisan maka syariat Islam 
memberikan perhatian yang sangat besar pada urusan ini, sehingga Allah swt 
sendiri yang menjelaskan secara langsung pembagiannya secara detail dan 
terperinci di dalam alqur-an yaitu dalam surah al-nisā ayat 11,12, dan 176. 
Ada tiga sebab seseorang berhak mendapatkan harta warisan sebagaimana 
yang telah disepakati ulama yaitu sebab pernikahan, sebab memerdekakan budak 
                                                          
2“Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Dalam Jaringan, https://kbbi.web.id/silaturahmi  (22 Oktober2017). 
3Ibrahim Unais dkk, Mu’jam al-Wasīṭ (al_Qāhirah : Dar al-Fikr, 1999), h.761 
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dan sebab hubungan nasab atau kekerabatan.4 jika dibandingkan diantara ketiga 
sebab tersebut, maka hubungan kekerabatan adalah sebab yang paling kuat 
seseorang berhak mendapatkan warisan dari pada dua sebab yang lain, diantara 
alasan yang dikemukakan oleh Dr. Ṣalih Fauzān al-Fauzān dalam tesisnya yang 
kemudian dibukukan dengan judul Al-Tahqiqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāhiṡ al-
Farḍiyah adalah; 
1. Hubungan nasab sudah lebih dahulu terjalin daripada hubungan-hubungan 
yang lain 
2. Hubungan nasab tidak bisa terhapus dan tergantikan sedangkan hubungan 
pernikahan bisa terhapus karena sebab perceraian 
3. Hubungan nasab bisa mengurangi bagian perolehan suami atau istri yang 
dikenal dengan istilah hajbu nuqṣāndan tidak berlaku sebaliknya, dan 
beberapa alasan-alasan lainnya.5 
Hubungan kekerabatan dalam fikih mawaris dibagi menjadi 3 kelompok 
yaitu żawū al-furūḍ, aṣabah, dan żawū al-arhām6. Kelompok żawū al-furūḍ 
adalah kelompok ahli waris yang menerima jumlah saham tertentu sesuai redaksi 
ayat, terdiri dari 12 golongan yang umumnya berjenis kelamin perempuan, yaitu 
suami, istri , anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, 
kakek ṣahih7 seterusnya keatas, nenek ṣahihah8 seterusnya keatas, saudara 
perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, 
                                                          
4Ṣalih Fauzān al-Fauzān, Al-Tahqiqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāhiṡ al-Farḍiyah  (al-Riyād: 
Maktabah al-Ma’ārif, 1996 ), h.23. 
5Ṣalih Fauzān al-Fauzān, Al-Tahqiqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāhiṡ al-Farḍiyah  , h.37. 
6A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif (Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.43. 
7Kakek ṣahihdalam istilah faraid adalah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak 
tercampuri unsur wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya keatas. 
8Nenek ṣahihah dalam istilah faraid adalah nenek yang memiliki hubungan dengan 
pewaris tanpa melalui garis ayah, atau murni dari jalur ibu. 
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saudara laki-laki dan perempuan seibu. Dinamakan żawū al-furūḍ karena 
kelompok ini memiliki bagian yang tetap seperti ½, 1/3,1/4,1/6,1/8 dan 2/39. 
Kelompok yang kedua disebut aṣabah, kelompok aṣabah adalah 
kelompok ahli waris yang tidak memiliki bagian saham tertentu atau tidak 
memiliki bagian saham yang pasti10, namun mendapatkan sisa harta setelah 
membaginya terlebih dahulu pada kelompok żawū al-furūḍ, kelompok aṣabah 
umumnya berjenis kelamin laki-laki, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki 
kandung, saudara laki-laki sebapak, ‘amm (saudara laki-laki ayah), dan lainnya.  
 Kelompok yang ketiga dikenal dengan istilah żawū al-arḥām seperti cucu 
dari anak perempuan, anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara 
laki-laki dan yang lain sebagainya, arḥām dalam bahasa arab adalah bentuk jamak 
dari rahim yang berarti kerabat atau keluarga, sehingga żawū al-arḥām bermakna 
semua anggota keluarga yang diikat oleh pertalian darah, namun dalam fikih 
mawaris żawū al-arḥām mempunyai makna yang lebih khusus yaitu semua 
keluarga yang tidak termasuk kelompok żawū al-furūḍ dan tidak juga termasuk 
kelompok aṣabah.11 
Ulama tidak banyak berbeda pendapat pada kewarisan kelompok żawū al-
furūḍ dan aṣabah, sebab dasar hukum kewarisannya termaktub secara jelas 
didalam al-Quran,  ayat-ayat mawaris  dikategorikan sebagai ayat-ayat muhkamāt, 
yang berarti  dalil yang sangat jelas, mudah dipahami tanpa membutuhkan rujukan 
kepada ayat lain serta tidak multi tafsir.12 Perbedaan pendapat yang cukup besar 
terjadi pada kewarisan kelompok ketiga dari kerabat yaitu kelompok żawū al-
                                                          
9Ṣalih Fauzān al-Fauzān, Al-Tahqiqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāhiṡ al-Farḍiyah  , h.74. 
10Ṣalih Fauzān al-Fauzān, Al-Tahqiqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāhiṡ al-Farḍiyah  , h.103. 
11Ṣalih Fauzan al-Fauzan, al-Tahqiqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāhiṡ al-Farḍiyah  , h.260. 
12Manna’ al-Qattan, Mabahis fi ulum al-Qur’an (Cet.II; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 
1420 H), h.167. 
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arhām, perbedaan ulama terjadi sejak zaman sahabat sampai saat ini, perbedaan 
juga bervariasi sesuai kondisi zaman. 
Secara umum ulama terbagi menjadi dua kelompok besar, pertama: 
kelompok yang menyatakan bahwa żawū al-arḥām tidak berhak mendapatkan 
warisan sama sekali, warisan selanjutnya disalurkan ke bait al-māl, pendapat ini 
dipegani oleh Mazhab Mālikī, Syāfi’ī dan Zaid bin Ṡabit dari kalangan sahabat. 
Kemudian kelompok kedua, yaitu mereka yang berpendapat bahwa żawū al-
arḥām dapat memperoleh warisan jika tidak ditemukan ahli waris dari kelompok 
żawū al-furūḍ dan dari kelompok aṣabah, pembagian kepada żawū al-arḥām lebih 
diutamakan daripada ke bait al-mālpendapat ini dipegangi oleh Mazhab Hanafī 
dan Mazhab Hanbalī.13 Seiring dengan perkembangan zaman kemudian muncul 
pendapat yang ketiga yang mempertimbangkan kondisi bait al-māl, jikalau bait 
al-māl ada dan sesuai dengan fungsinya dizaman Khulafāu al-Rasyidīn maka 
warisan disalurkan ke bait al-māl, namun jika tidak demikian, żawū al-arḥām 
lebih berhak menerima warisan tersebut.  
Menelaah hukum waris Islam dalam konteks keindonesian akan selalu 
bersinggungan dengan kajian buku Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya 
disingkat KHI) khususnya pada buku ke II tentang hukum kewarisan, karena KHI 
merupakan konsesus mayoritas ulama indonesia yang yang diistilahkan sebagai 
fikih indonesia. walaupun KHI bukanlah sebuah undang-undang yang tertuang 
sebagai hukum positif namun dengan adanya intruksi presiden no.1 tahun 
1991untuk menyebarluaskan KHI maka sejak saat itu KHI menjadi rujukan utama 
sekaligus landasan kewarisan Islam baik dalam lingkup pengadilan agama 
maupun secara umum masyarakat muslim Indonesia.  
                                                          
13Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid ( Lubnān: Dar al-Kitāb al-
Ilmiyah, 2007 M), h.720 
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Di dalam KHI tidak ditemukan istilah żawū al-arḥām secara eksplisit, KHI 
lebih mengakomodir pendapat yang memilih menyerahkan harta warisan ke bait 
al-māl daripada żawū al-arḥām jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris 
seorang pun baik itu dari kelompok żawi al-furūd maupun kelompok aṡabah. 
Seperti yang termaktub pada KHI, Buku II Hukum Kewarisan, Bab III Besarnya 
Bagian, Pasal 191 yang berbunyi: 
“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli 
warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas 
putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Bait al-māl 
untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”14 
Ahli waris yang dimaksud dalam pasal ini tentunya adalah kelompok żawū 
al-furūḍ dan aṣabah, sebab pada dasarnya żawū al-arḥām bukanlah termasuk ahli 
waris dalam fikih mawaris,  żawū al-arḥām berpeluang mendapatkan warisan 
pada kasus pewaris tidak mempunyai ahliwaris sama sekali, sedangkan  pada 
Pasal 191 KHI diatas dapat diahami bahwa KHI lebih memilih menyalurkan harta 
ke bait al-māl, sekaligus menutup kemungkinan pembagian warisan pada 
kelompok żawū al-arḥām. 
Begitupula pada kasus al-radd yang diatur pada Pasal 193 KHI sebagai 
berikut: 
“Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris dzawil 
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka 
penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta 
warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-
masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”15 
Bilamana pewaris tidak meninggalkan ahli waris seorang pun kecuali istri 
saja atau suami saja, maka dapat dipahami dari pasal 193 KHI diatas bahwa sisa 
bagian harta akan dikuasai sepenuhnya oleh istri atau suami saja sebagai bagian 
aṣḥab al-furud, hal ini bersebrangan dengan pendapat jumhur ulama bahwa sisa 
                                                          
14Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Permata Press, t.th.), h.59 
15Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.59 
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harta tersebut bukan ditujukan kepada istri maupun suami melainkan memilih 
antara mengembalikan  ke bait al-māl atau żawū al-arḥām, sehingga peluang 
żawū al-arḥām untuk mendapatkan radd juga tertutup. 
Tidak adanya konsep yang baku didalam KHI tentang kewarisan żawū al-
arḥām semakin memperkuat tudingan aktifis gender bahwa KHI sangat 
diskriminatif terhadap kaum perempuan,sebab kelompok żawū al-arḥām pada 
umumnya berasal dari kerabat dari kran perempuan. Wacana reaktualisasi hukum 
kewarisan dalam KHI terus didengungkan oleh aktifis gender, puncaknya pada 
Oktober 2004 dibentuk tim kerja yang dimotori oleh Prof.Dr. Siti Musdah Mulia 
untuk membuat draf revisi KHI, tim kerja ini kemudian disebut Kelompok Kerja 
Pengarusutamaan Jender Departemen Agama RI  (Pokja PUG Depag), hasil draf 
usulan revisi KHI disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam 
(Selanjutnya disingkat CLD-KHI).16 
Terdapat 4 point usulan berkaitan dengan hukum kewarisan, diantaranya 
tentang prinsip pembagian warisan atas kerelaan dan kesepakatan para ahli 
waris.Namun gerakan ini  akhirnya redup dengan sendirinya disebabkan wacana 
yang digulirkan sangat kontroversial,jauh dari semangat tajdīd (pembaruan) atau 
iṣlāh (perbaikan terhadap yang rusak), namun lebih condong dalam kategori 
penyimpangan dan tagyīr (perubahan) dari hukum Islam yang asli.17 
Namun demikian bukan berarti KHI meninggalkan żawū al-arḥām secara 
totalitas, sebab dibeberapa pasal dalam KHI ditemukan adanya peluang bagi 
sebagian dari kelompok żawū al-arḥām memperoleh warisan melalui jalur lain, 
                                                          
16Marzuki Wahid, “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dari 
Perspektif Politik Hukum di Indonesia”  https://id.scribd.com/doc/138855242/Skripsi-Tentang-
KHI  (5 November 2017) 
17Camzawi, “Sebuah Catatan Tentang Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam”, Blog 
Camzawi. 
https://chamzawi.wordpress.com/?s=Sebuah+Catatan+Tentang+Kontroversi+Revisi+Kompilasi+
Hukum+Islam  (5 November 2017) 
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seperti jalur wasiat wajibah bagi kelompok żawū al-arḥām yang berposisi sebagai 
anak angkat pewaris, sebagaimana diatur pada pasal 209 ayat 2 : 
“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”18 
Beberapa anggota kelompok żawū al-arḥām dapat juga memperoleh 
warisan dari jalur ahli waris pengganti yaitu bagi cucu laki-laki ataupun 
perempuan, sebagaimana diatur pada pasal 185 ayat 1 : 
“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”19 
Kalimat “dapat diganti oleh anaknya” pada pasal diatas bermakna umum 
untuk semua cucu baik dari cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik cucu 
dari pancar laki-laki maupun cucu dari pancar perempuan, menunjukkan bahwa 
anak yang dimaksud tidak mesti sebagai ahli waris żawū al-furūḍ (sepeti cucu 
perempuan dari pancar laki-laki) maupun kelompok ‘aṡabah yang keduanya  
terhijab dengan keberadaan paman atau bibinya (seperti cucu laki-laki dari pancar 
laki-laki), bahkan bisa juga dari cucu pancar perempuan yang menggantikan 
ibunya, dalam hal ini berposisi sebagai żawū al-arḥām (seperti cucu perempuan 
atau laki-laki dari pancar perempuan). 
Adanya peluang kewarisan żawū al-arḥām dikuatkan pada beberapa 
yurisprudensi Pengadilan Tinggi Agama di Makassar (Selanjutnya disingkat PTA 
Makassar).  PTA Makassar  menetapkan pembagian warisan atas dasar bagian 
dari żawū al-arḥām hal ini termuat pada beberapa putusan diantaranya: 
1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No43/Pdt.G/2016/PTA.mks  
Pengadilan tingkat banding dalam perkara ini memutuskan bahwa Maryam 
binti Sabolo berhak medapatkan 1/3 dari harta warisan berupa wasiat wajibah 
                                                          
18Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.64 
19Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.57 
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dengan dua  pertimbangan utama yaitu karena Maryam binti Sabolo telah 
merawat pewaris sejak sakit sampai meninggal dunia dan kedudukan Maryam 
binti Sabolo sebagai anak dari saudara kandung (kemanakan pewaris) atau żawū 
al-arḥām.20 
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar  No.45/Pdt.G/2015/PTA.mks 
Pada perkara ini pengadilan tingkat banding menetapkan bahwa Sumiati 
binti dahlan beserta bersaudara- saudarinya adalah bagian dari żawū al-arḥām 
,yaitu kemanakan dari pewaris sehingga mereka mendapatkan sisa harta rad dari 
keseluruhan warisan sebesar ¼ bagian, setelah sebelumnya dibagi kepada ahli 
waris yang berhak yaitu Hj Hasiah binti latunrung sebagai istri pewaris berhak 
mendapat ¼ bagian harta warisan dan Hj. St. Marintang binti La Garambang 
sebagai saudari kandung pewaris mendapat ½ dari harta warisan.21 
3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.70/Pdt.G/2014/PTA.Mks. 
Pewaris dalam kasus ini meninggalkan dua orang saudara perempuan serta 
beberapa kemanakan (anak dari sudara pewaris), sehingga dua orang saudara 
berhak mendapatkan 2/3 dari jumlah harta perwaris.Putusan pengadilan tingkat 
banding menetapkan bahwa kemanakan mendapatkan sisa warisan yaitu 1/3 
bagian melalui jalur wasiat wajibah dengan pertimbangan bahwa para kemanakan 
tersebut bagian dari   żawū al-arḥām.22 
Posisi kemanakan pewaris sebagai bagian dari żawū al-arḥām pada ketiga 
putusan tersebut dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim PTA Makassar 
dalam menetapkan kemanakan (anak dari saudara pewaris) berhak mendapatkan 
                                                          
20Mahkamah Agung, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 
No. 43 PTA Makassar 2016. 
21Mahkamah Agung, Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 
No. 45 PTA Makassar 2015. 
22Mahkamah Agung, Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 
No. 70 PTA Makassar 2014. 
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warisan baik melalui jalur ahliwaris pengganti maupun melalui wasiat wajibah. 
Putusan-putusan tersebut sekaligus membuktikan eksistensi kewarisan żawū al-
arḥām dalam lingkup peradilan agama. 
Akan tetapi peluang kewarisan żawū al-arḥām bukannya tidak menyisakan 
masalah,  potensi masalah dapat timbul baik secara konseptual maupun praktek 
dilapangan.Kecemburuan dan rasa ketidakadilan dapat muncul dari sebagian 
anggota kelompok żawū al-arḥām yang sederajat dengannya atau bahkan yang 
lebih kuat darinya jika wasiat wajibah hanya diberikan pada salah seorang dari 
mereka dan menghalangi yang lainnya misalnya pada kasus anak angkat pewaris 
adalah salah satu dari kelompok żawū al-arḥām, kecemburuan bahkan dapat 
berasal dari żawū al-furūḍ pada kasus radd yaitu ketika tidak adanya ahli waris 
aṣabahsehingga harta sisa selayaknya dibagikan kembali kepada mereka namun 
dikembalikan kepada żawū al-arḥām. Disisi lain, mengabaikan żawū al-arḥām 
secara mutlak bisa menguatkan tudingan bahwa KHI sangat diskriminatf terhadap 
perempuan. 
Tidak adanya konsep yang jelas secara eksplisit tentang kewarisan żawū 
al-arḥām dalam KHI sebagai pedoman hukum kewarisan di Indonesia berpotensi 
pada kekosongan hukum maupun kepincangan hukum, olehnya itu dipandang 
perlu merumuskan dengan jelas konsep żawū al-arḥām dalam KHI dan bagaimana 
analisa hakim-hakim pengadilan agama terhadap pasal-pasal KHI yang berkaitan 
dengan kewarisan żawū al-arḥām sehingga diharapkan dapat  memberikan 
kepastian dan kepuasan hukum, serta dapat menjawab stigma diskriminatif 
terhadap kaum wanita. 
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tesis ini penulis bermaksud untuk 
mengkaji hasil analisa dan pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
yang bertugas memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum 
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Islam terkhusus mengenai pasal-pasal  Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan 
żawū al-arḥām. 
B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitian 
Fokus Penelitian ini adalah “kewarisan żawū al-arḥām dalam perspektif  
Kompilasi Hukum Islam melalui studi kasus pada Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar”, Untuk memperjelas arah penelitian yang terdapat dalam judul 
penelitian ini maka perlu dikemukakan penjelasan beberapa istilahagar para 
pembaca tidak keliru memahaminya. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah 
sebagai berikut: 
a. Żawū al-arhām 
Żawū al-arḥāmdalam bahasa arab bermakna qarabah atau keluarga, 
sehingga makna umum dari żawū al-arḥām adalah semua yang memiliki 
hubungan kekeluargaan melalui pertalian darah. Namun żawū al-arḥām yang 
dimaksud didalam penelitian ini adalah żawū al-arḥām dalam makna khusus 
dalam ilmu faraid yaitu semua kerabat yang bukan dari golongan żawū al-furūḍ 
dan bukan pula dari golongan ‘aṡabah, yaitu kelompok keluarga yang tidak 
memiliki bagian saham tertentu dari harta warisan yang telah dijelaskan didalam 
al-Qur’an, al-Sunnah maupun Ijma’ Ulama.23 
b. Kompilasi Hukum Islam 
Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu hukum materil yang 
dipergunakan di peradilan agama yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-
kaidah serta garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan, 
hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis. 
                                                          
23Al-Buhuti, Kasyfu al-Qana’ ‘an Matan al-Iqna’ (Bairut: Alim al-Kitab t.th. ) h.455 
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Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijithad para ulama untuk 
menetapkan hukum suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat .Penulis 
dalam penelitian ini fokus pada pasal-pasal didalam KHI yang memberikan 
peluang kewarisan pada sebahagian anggota żawū al-arhām. 
2. Deskripsi Fokus Penelitian 
Deskripsi fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan 
dari penelitian yang akan dilakukan. Deskripsi fokus penelitian harus dinyatakan 
secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan 
penelitian.Deskripsi fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan 
penelitian sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. 
Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. ImplementasiPasal-Pasal Kewarisan Kompilasi Hukum 
Islamterhadapkewarisan żawū al-arḥām di pengadilan tinggi agama Makassar 
b. ImplikasiPasal-Pasal Kewarisan Kompilasi Hukum Islamterhadapkewarisan 
żawū al-arḥām di pengadilan tinggi agama Makassar 
c. PandanganHakim Pengadilan Tinggi Agama Islam Makassar terhadap 
kewarisan żawū al-arḥām dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam 
Fokus penelitian dan deskripsi fokus penelitian dapat digambarkan melalui 
table berikut ini: 




1. Pengertian żawū al-arhām. 
2. Pembagian kelompok żawū al-arhām.  
3. Perbedaan pendapat ulama tentang 
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kewarisan żawū al-arhām. 
4. Tata cara pembagian waris kepada żawū 
al-arhām. 
5. Kewarisan żawū al-arḥām di Pengadilan 




1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam 
2. Latar belakang lahirnya Kompilasi 
Hukum Islam  
3. Proses penyusunan Kompilasi Hukum 
Islam 
4. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam 
5. Deskripsi pasal-pasal yang berkaitan 
dengan anggota żawū al-arhām 
6. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum 
Islam  
7. Implementasi dan implikasi pasal-pasal 
kewarisan Kompilasi Hukum Islam 






C. Rumusan Masalah 
Berdasarkanlatar belakang masalah yang diterangkan dimuka, maka 
rumusan masalah utama tesis ini adalah bagaimana kewarisan żawū al-
arḥāmdalam perspektif  Kompilasi Hukum Islam melalui studi kasus 
diPengadilan Tinggi Agama Makassar?, dengan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasipasal-pasal kewarisan Kompilasi Hukum Islam 
terhadap kewarisan żawū al-arḥām di Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar? 
2. Bagaimana implikasipasal-pasal Kompilasi Hukum Islamterhadap 
kewarisan żawū al-arḥām di Pengadilan Tinggi Agama Makassar? 
3. Bagaimana PandanganHakim Pengadilan Tinggi Agama Islam Makassar 
terhadap kewarisan żawū al-arḥām ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam? 
D. Kajian Pustaka 
 Penyusunan sebuah karya ilmiah, diperlukan berbagai dukungan teori 
dan penulisan terdahulu yang relevan sebagai rujukan terhadap penulisan yang 
hendak disusun, dalam hal ini yang terkait dengankewarisan żawū al-arḥām 
dalam persfektif  Kompilasi Hukum Islam melalui studi kasus pada Pengadilan 
Tinggi Agama Makassar. 
 Berikut ini akan dipaparkan secara singkat literatur yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Adapun buku yang berhubungan dengan kewarisan  żawū 
al-arḥām antara lain: 
 Pertama, Al-Tahqīqāt al-Marḍiyah fī Mabāhiṡ al-Farḍiyah, karya Dr. 
Ṣalih Fauzān al-Fauzān, buku ini disadur dari hasil penelitian tesis pada studi 
Megister (S-2) pada Pascasarjana Fakultas Syariah, Universitas Muhammad Ibn 
Saūd di Riyaḍ yang memuat pembahasan lengkap tentang warisan didalam fikih 
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Islam, dan menempatkan pembahasan kewarisan żawū al-arḥām secara rinci pada 
bagian akhir buku, dilengkapi dengan tatacara pembagian warisan kepada żawū 
al-arhām dan perbedaan pendapat ulama tentang tatacara pembagiannya, serta 
memilih pendapat yang dianggap lebih kuat. Buku ini adalah kajian komparasi 
antara mazhab fikih , khususnya pendapat ulama mazhab yang berpemahaman 
ahlu al-sunnah wa al-jamā’ah, Adapun dalam tesis ini,penulis berusaha melihat 
konsep kewarisan żawū al-arḥām dalam pandangan yang lebih luas dengan 
mengutip beberapa pandangan cendekiawan muslim seperti Hazairin dan 
kalangan aktivis gender. 
 Kedua, MīrāṡŻawū al-Arḥām wa Ahkāmuhu wa Ṭuruquhu fī Fiqhi al-
Islāmī karya Naṣir bin Muhammad, buku ini membahas secara khusus tentang 
kewarisan żawū al-arḥām didalam fikih Islam, mengulas dengan rinci perbedaan 
pendapat dikalangan ulama fikih tentang kewarisan żawū al-arḥām dilengkapi 
dengan metode pembagian warisan żawū al-arḥām  masing-masing mazhab, serta 
kaidah-kaidah dalam pembagian harta warisan bagiżawū al-arḥām dari dua 
kelompok besar, yaitu ahlu al-tanzīl dan ahlu al-Qarābah. Sama halnya dengan 
buku pertama diatas, kajian buku ini sebatas kajian mazhab fikih, sedangkan 
dalam tesis ini berusaha menarik perbedaan pendapat dalam hal kewarisan żawū 
al-arḥām dalam kontek keindonesiaan sehingga dibutuhkan kajian dalam 
perspektif KHI sebagai buku pedoman para hakim dan sebagai fikih Indonesia. 
 Ketiga, Transendensi keadilan hukum waris Islamtransformatif karya A. 
Sukris Sarmadi. Buku ini merupakan buku wajib mahasiswa Fakultas Syariah, 
sesuai silabus IAIN tahun akademik 1996/1996. Buku ini memperkenalkan studi 
perbandingan hukum waris Islam lintas pemikiran yaitu kelompok sunni (Empat 
Imam Mazhab), Kelompok Syiah Imamiyah, sitem kewarisan KUHpdt (BW), 
kewarisan bilateral versi Hazairin, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 
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Diantara pembahasan dalam buku ini adalah tentang kewarisan żawū al-arḥām, 
namun hanya sekedar menyebutkan pandangan mazhab-mazhab tersebut tanpa 
ada kajian komparasi, Tesis ini berusaha mengkomparasi pendapat-pendapat 
terkait kewarisan żawū al-arḥām. 
 Keempat, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, karya 
Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Buku ini merupakan penyempurnaan dari hasil 
penelitian disertasi pada studi Doktor (S-3) pada pascasarjana Universitas Islam 
Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, diantara rumusan penting penelitian 
ini adalah membahas tinjauan teori hukum terhadap pasal-pasal yang dianggap 
kontroversial tentang hukum adat dan hukum barat ke dalam KHI serta mengkaji 
putusan hakim mengenai ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris beda 
agama yang telah berimplikasi kepada lahirnya kecendrungan sikap apatis dan 
pelanggaran terhadap hukum waris Islam, baik dalam KHI maupun putusan hakim 
di lembaga peradilan.Tesis ini berusaha memperkaya temuan terhadap pasal-pasal 
yang dianggap kontroversi, khususnya dalam kewarisan żawū al-arḥām yang 
belum mendapat perhatian lebih luas. 
 Kelima, Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu juz 8, karya Dr. Wahbah al-
Zuhaili, buku ini termasuk kategori fikih perbandingan kontemporer, pada 
babżawū al-arḥām dijelaskan secara terperinci perbedaan pendapat ulama pada 
kewarisan żawū al-arḥām, juga dilengkapi tatacara pembagian warisan kepada 
żawū al-arḥām dan keterangan hukum yang berlaku di Mesir dan di Suria. Maka 
penelitian ini membandingkan beberapa hukum Islam yang berlaku di Mesir dan 
Suria tentang żawū al-arḥām, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa pasal 
dalam KHI seperti wasiat wajibah adalah hasil modifikasi dari hukum yang 
berlaku di beberapa negara Islam termasuk Mesir dan Suria. 
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 Keenam, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum 
Islamdan Implementasinya pada Pengadilan Agama, karya Dr. H. Syamsul Bahri 
Salihima, S.H.,M.H. Buku ini adalah penyempurnaan dari hasil penelitian 
disertasi pada studi doctor (s3) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) 
Makassar. Buku ini mengkaji pemikiran para ulama/hakim tentang pembagian 
harta waris dalam Islam apakah sudah sesuai dengan asas-asas dan dasar filosofis 
hukum kewarisan yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah serta ijma atau 
ijtihad para ulama sebagaimana yang dirumuskan dalam KHI, selain itu buku ini 
juga mengkaji faktor-faktor yang mempengarui pemikiran para ulama/hakim 
dalam pembaian harta waris secaraIslam di Indonesia, sekaligus mengkaji dan 
memahami pemikiran terhadap sistem pembagian harta waris dalam Islam yang 
penerapannya dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam penelitian 
ini lebih fokus pada mengkaji pandangan hakim terhadap kewarisan żawū al-
arḥām. 
 Ketujuh, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, 
karya Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. Buku ini mengkaji lebih terperinci 
tentang wasiat wajibah dan seluk beluknya, kemudian membahas lebih khusus 
menurut Kompilasi Hukum Islam dengan membandingkan beberapa Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata Islam dibeberapa Negara khususnya di Mesir. 
Maka tesis ini berusaha lebih fokus pada kewarisan żawū al-arḥām yang 
berpeluang mendapatkan warisan dari jalur wasiat wajibah. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal-pasal kewarisan dalam 
Kompilasi Hukum Islam terhadapkewarisan żawū al-arḥām di Pengadilan 
Tinggi Agama Makassar . 
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b. Untuk mengetahui bagaimana implikasipasal-pasal kewarisan dalam 
Kompilasi Hukum Islam terhadapkewarisan żawū al-arḥām di Pengadilan 
Tinggi Agama Makassar. 
c. Untuk mengetahui bagaimana pandanganhakim PengadilanTinggi Agama 
Islam Makassar terhadap kewarisan żawū al-arḥām ditinjau dalam persfektif 
Kompilasi Hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Ilmiah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 
kajian-kajian mengenai Kompilasi Hukum Islam yang dijabarkan oleh hakim 
pengadilan agama. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi bagi 
peneliti lainnya yang meneliti tentang kewarisan żawū al-arḥām dalam perspektif 
Kompilasi Hukum Islam. 
b. Kegunaan Praktis 
Dari penelitian ini diharapkan adanya pemberian informasi yang 
konstruktif untuk dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan bagi masyarakat 
Sulawesi Selatan khususnya di Makassar tentang gambaran kewarisan kelompok 










BAB  II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Kajian Teoritis 
1. Żawū al-arḥām 
a. Pengertian żawū al-arḥām 
Żawū al-arḥām berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata żū dah 
arham, żū berarti kepemilikan atau kepunyaan, sedangkan arham adalah bentuk 
jamak dari rahim, yang bermakna riqqah atau kelembutan, oleh sebab itulah 
sehingga tempat pembentukan janin manusia disebut dengan rahim karena 
memiliki kelembutan24, secara bahasa żawū al-arḥām berarti hubungan kerabat, 
sebagaimana menurut Ibnu Atsir bahwa żawū al-arḥām adalah kerabat, yang 
meliputi semua yang memiliki hubungan nasab,25 
Żawū al-arḥām dalam istilah syariat adalah hubungan kerabat secara 
mutlak, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak, dalam konteks keindonesian 
lebih dikenal dengan pertalian darah.Sedangkan żawū al-arḥām dalam istilah 
khusus ilmu faraid adalah semua kerabat yang tidak mendapatkan warisan secara 
fard maupun ‘aṡabah.26umumnya kelompok żawū al-arḥām adalah kerabat dari 
jalur wanita. 
b. Kelompok żawū al-arḥām 
Ulama berbeda pendapat tentang pengelompokan anggota żawū al-arḥām, 
diantara ulama ada yang membaginya menjadi 4 kelompok, 7 kelompok, 10 
                                                          
24Ibnu Manẓūr, Lisan al-‘Arab (Bairūt: Dārul al-Fikr, 1990)  h.233. 
25Ibnu Manẓūr, Lisan al-‘Arab h.233. 
26Al-Jurjāni, Syarh al-Sarājiah (Misr; dār Mustafa t.th) h.163 
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kelompok bahkan ada yang sampai 11 kelompok. Jika dikelompokkan secara 
garis besar maka kelompok żawū al-arḥām dapat dikategorikan menjadi 4 
kelompok besar, yaitu 
1) Żawū al-arḥām dari cabang pewaris: Mereka adalah anak keturunan 
pewaris dari jalur anak 
perempuan seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, atau cicit laki-laki 
dari cucu perempuan dari anak laki-laki terus kebawah laki-laki maupun 
perempuan. 
2) Żawū al-arḥām dari asal pewaris: Mereka adalah kakek atau nenek 
pewaris yang tidak berhak menerima warisan, seperti : Kakek dari jalur 
ibu, Nenek buyut dari kakek dari jalur ibu,  dan seterusnya keatas. 
3) Żawū al-arḥām dari cabang kedua orang tua pewaris: Mereka yang berasal 
dari jalur kedua orang tua pewaris, seperti anak dari saudara perempuan 
pewaris, anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris, anak laki-laki dari 
saudara seibu terus kebawah 
4) Żawū al-arḥām dari cabang kakek atau nenek pewaris , Mereka yang 
berasal dari jalur kakek atau nenek baik dari jalur ibu atau jalur bapak, 
seperti semua bibi dari jalur ayah, anak perempuan dari paman dari jalur 
ayah, paman atau bibi dari jalur ibu dan lainnya.27 
 
c. Kewarisan żawū al-arḥām 
Kewarisan żawū al-arḥām adalah salah satu perkara yang diperselisihkan 
ulama sejak zaman sahabat sampai hari ini, pendangan-pandangan ulama telah 
ditemukandibeberapa kitab perbandingan mazhab seperti Kitab Bidāyah al-
Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid karya Ibnu Rusyd, Kitab Al-Mugnī karya Ibnu 
                                                          
27Ṣalih Fauzan al-Fauzan, al-Tahqiqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāhiṡ al-Farḍiyah  , h.260. 
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Qudamah, Kitab Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhailī, Fiqhu al-
Sunnah karya Sayyid Sābiq dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa pandangan 
terhadap kewarisan żawū al-arḥām yang penulis bagi menjadi dua kategori, yaitu 
Kawarisan żawū al-arḥām dalam fikih islam dan kewarisan żawū al-arḥām dalam 
fikih Indonesia: 
1)  Kewarisan żawū al-arḥām dalam fikih islam 
Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa żawū al-arḥām tidak mendapat 
warisan jika masi ada kelompok żawū al-furud dan atau ‘aṡabah, kecuali suami 
atau istri, karena keduanya tidak mengalangi kewarisan żawū al-arḥām yang 
biasanya terjadi pada kasus radd, Ulama juga bersepakat jika pewaris tidak 
meninggalkan ahli waris dari kelompok żawū al-furūḍ dan ‘aṡabah, tidak pula 
meninggalkan seorangpun kerabat dari kelompok żawū al-arḥām maka harta 
warisan otomatis dialihkan ke bait al-mal.   Perbedaan pendapat ulama terjadi 
pada kasus pewaris tidak meninggalkan karib kerabat kecuali dari kelompok żawū 
al-arḥām, yang dapat disimpulkan menjadi empat pendapat , sebagai berikut: 
 
a) Mazhab Hanafī  dan Mazhab Hanbalī. 
Kelompok pertama ini berpandangan bahważawū al-arḥām lebih 
diutamakan mendapatkan warisan dari pada menyalurkan ke bait al-mal, dengan 
dua syarat; pertama jika tidak ada żawū al-furūḍ kecuali suami atau istri, kedua 
tidak adanya salah satu dari ‘aṡabah. Pendapat ini diusung juga oleh beberapa 
sahabat nabi diantaranya Umar bin Khaṭāb, Ali bin Abi Ṭalib , Abdullāh bin 
Mas’ud, Abi Ubaidah bin Jarrāh, Mu’ādz bi Jabal, Abi Dar’dā’, didukung pula 




Dalil yang dipegangi antara lain: 
(1) Firman Allah QS al-Anfāl/8: 78: 
  وُلُوأَو   ماَحأرَ ألْا  أمُهُضأع َب  ىَلأوَأ   ضأع َب ب   ف   باَت ك   َللّا    َن إ  ََللّا    لُك ب   ء أيَش   مي لَع 
Terjemahnya: 
Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.28 
Argumentasi dalil, bahwa ayat ini menegaskan bahwa kelompok żawū al-
arḥām lebih berhak mewarisi harta warisan, dimana kewarisan diawal Islam dapat 
diperoleh melaluisebab sumpah setia bukan dengan sebab kekerabatan, kemudian 
hukum sumpah setia dihapuskan dan digantikan dengan kewarisan sebab hijrah,  
hingga turun ayat ini yang kembali menashakh kewarisan sebab hijrah menjadi 
kewarisan sebab kekerabatan. 
(2) Firman Allah QS Al-Nisa/4 : 7: 
 َنُوبَرأ َق ألْاَو  ناَد لاَوألا َكَر َت َا  مِ  بي  صَن  لاَج  رل
 ل أَوأ ُهأن  م َلَق َا
 مِ َنُوبَرأ َق ألْاَو  ناَد لاَوألا َكَر َت َا  مِ  بي  صَن 
 ءاَس  نل لَو
اًضوُر أفَم اًبي  صَن ۚ َر ُثَك 
Terjemahnya:  
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan. 
 Argemntasi dalil, bahwa al-aqribā atau kerabat pewaris secara umum 
mempunyai hak dari harta warisan, sedangkan semua ulama menyepakati bahwa 
żawū al-arḥāmadalah bagian dari kerabat , oleh karena itu żawū al-arḥām berhak 
                                                          
28Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Madinah: Maktabah Malik Fahad, 




mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan ‘aṡabah maupun 
żawū al-furūḍ. 
  
(3) Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma’dikarib: 
يلإف لاك كرت نم هتثرولف لاام كرت نم ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاقان  لإو الله لإ لاق ابمرو
هثريو هنع لقعي هل ثراو لا نم ثراو لالخاو هثرأو هل لقعأ هل ثراو لا نم ثراو ناأوو هلوسر  هاور(
)دواد وبأ29 
Artinya:   
Bahwa Nabi saw bersabda:“Barang siapa yang meninggalkan harta maka 
harta tersebut adalah untuk ahli warisnya dan barang siapa yang 
meninggalkan utang maka menjadi tanggungan saya, seakan beliau 
mengatakan menjadi tanggungan Allah dan Rasul-Nya, dan saya menjadi 
ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, aku tanggung dia dan 
warisi dia, khālu (saudara ibu) mewarisi barang siapa yang tidak 
meninggalkan ahli waris, dia menanggung kemenakannya dan 
mewarisinya. 
 Argementasi dalil, Nabi menjadikan khālu(saudara ibu) menjadi ahli waris 
jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari kalangan żawū al-furūḍ maupun 
‘aṡabah, sedangkan khālu termasuk kelompok żawū al-arḥām, sehingga siapapun 
dari kalangan żawū al-arḥām yang ditinggalkan disaat pewaris tidak memiliki ahli 
waris maka mereka berhak mewarisi. 
(4) Yurisprudensi dari peradilan yang dipimpin oleh Nabi dan Para 
Sahabatnya seperti: 
(a) Ṡabit bin Daḥdaḥ adalah orang asing yang tidak diketahui seluk belut 
keluarganya, ketika beliau meninggal, Maka Nabi menanyakan kepada ‘Aṣim 
bin Adi : 
                                                          




  ذأنُمألا  دأبَع َنأب ََةباَُبل َبََأ  َهتخا نبا مَلَسَو  هأيَلَع َُللّا ىَلَص 
 َللّا ُلوُسَر اَعَدَف ؟ ابسن هل نوفرعت له  ر
 َُهثَاير م ُهَاطأعََأف" . ) يمرادلا هاور(30 
Artinya :  
“Apakah kalian mengetahui nasabnya?Aṣim bin Adi menjawab tidak 
wahai Rasul Allah, Maka Nabi pun memangggil kemanakan dari saudari 
perempuannya yaitu Abu Lubabah bin Abdi Al-Munżir, Maka Nabi 
memberikan warisan kepadanya. 
(b) Diriwayatkan oleh Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, bahwa sesorang 
memanah hingga menyebabkan kematian orang yang dipanahnya, dan tidak 
ada ahli waris baginya kecuali khālu (saudara dari ibu) , Maka Ubadah bin 
Jarrah melaporkan kejadian tersebut kepada khalifah Umar, kemudian Umar 
membalas dengan mengatakan, Bahwasanya Nabi pernah berkata: 
هل ثراو ل نم ثراو لالخاو هل لاوم ل نم لوم هلوسرو الله )دحمأ هاور(31 
Artinya:   
“Allah dan Rasullnya wali bagi orang yang tidak ada walinya, dan 
paman adalah pewaris  bagi siapa yang tidak memiliki perwaris.” 
(c) Alī bin Abi Ṭālib dan Abdullah bin Mas’ud sebagai hakim memutuskan 
kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan menempati posisi anak 
perempuan , anak perempuan dari saudara laki-laki berposisi sebagai saudara 
laki-laki,  anak perempuan dari saudari perempuan berkedudukan seperti 
saudara perempuan, ‘amah(saudari ayah) berkedudukan sebagai ayah, 
sedangkan khalah (saudari Ibu) berkedudukan sebagai ibu, dengan syarat 
tidak ada ahli waris selainnya.32 
(5) Bahwa żawū al-arḥām memiliki hubungan dengan pewaris dari dua jalur, 
yaitu jalur Islam dan Jalur Kekerabatan, sehingga żawū al-arḥām lebih 
berhak menerima warisan dari bait al-māl sebab hanya terhubungkan 
                                                          
30Abu Muhammad Abdullah bin Abdu Al-Rahman Al-Dārimī, Sunan al-Dārimī (Bairut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417 H), h 306. 
31Ahmad bin Hanbal Al-Syaibānī, Musnad Imām Ahmad (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 
1316 H), h.189. 
32Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqy, Al-Sunan al-Kubra, h.1222. 
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melalui satu jalur saja, yaitu jalur Islam yang nantinya harta dari bait al-
māl dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. 
 
b) Mazhab Māliki dan Mazhab Syafi’i 
Kelompok kedua berpendapat bahwa żawū al-arḥām tidak mendapat 
warisan sama sekali, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari kalangan 
żawū al-furūd dan‘aṡabah  maka harta warisan disalurkan ke bait al-mal 
muslimin, hal ini dipengani juga oleh beberapa dari kalangan sahabat diantaranya 
Zaid bin Ṡabit, Ibnu Umar, begitu pula oleh al-Auzaī, al-Zuhrī, dan Said bin 
Musayyib, Said bin Jubair, Abu Ṡaur, Ibnu jarīr. 
Dalil yang dipegangi kelompok ini antara lain: 
(1) Dengan menggunakan dalil yang sama yaitu firman Allah QS al-Anfāl/8: 
75: 
  وُلُوأَو ماَحأرَ ألْا  أمُهُضأع َب  ىَلأوَأ   ضأع َب ب   ف   باَت ك   َللّا    َن إ  ََللّا    لُك ب   مي لَع ء أيَش 
Terjemahnya: 
Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.33 
Argumentasi dalil, bahwa Allah tidak menjelaskan dalam ayat ini siapa 
yang dimaksud ulū al-arham, Sedangkan ayat-ayat mawaris menerangkan dengan 
rinci tentang golongan yang berhak mendapat warisan, maka jelaslah bahwa ulū 
al-arham yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain kecuali para ahli waris yang 
disebutkan dalam al-Qur’an surah al-nisa karena tidak mungkin Allah lupa untuk 
menjelaskan. Kewarisan seseorang juga tidak begitu saja ditetapkan kecuali 
dengan dalil teks, tidak adanya dalil teks secara khusus menerangkan kerwarisan 
                                                          
33Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 274. 
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żawū al-arḥām menunjukkan bahwa żawū al-arḥām tidak berhak mendapatkan 
harta warisan, hal ini dipertegas lagi nabi pada tahun haji wada setelah turunnya 
ayat mawaris dengan sabda Nabi saw : 
 َن إ  َالله ىَطأَعأ أدَق  َلُك ي ذ    قَح  ُهَقَح  َلاَف  َةَي  صَو   ث راَو ل  (دوادوباهاور)34 
Artinya: 
"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang 
mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi waris." (HR. Abu Daud) 
(2) Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ,  
ةمعلا ثايرم نع لأس بينلا نأ  نيأ : بينلا لاق ثم ، ليبرج تييأ تىح يردألا : لاقف ، ةلالخا و
) نيطقرادلا هاور( .امله ثايرم لا نأ : نيراسف ليبرج نيتاأ ؟ةلالخا و ةمعلا ثايرم نع لئاسلا35 
Artinya:  
Bahwasanya Nabi saw ditanya tentang kewarisan ‘amah (saudari 
perempuan ayah)  dan khālah (saudari perempuan ibu), Maka beliau menjawab: 
“Saya tidak tau sampai datang jibril (mengabarkan)” , kemudian Nabi berkata: 
Dimana penanya tentang kewarisan ‘amah  dan khālah? Telah datang Jibril 
kepadaku dan mengkabarkan bahwa tidak ada bagian warisan bagi keduanya. 
Diriwayatkan juga hadis dari ‘Aṭa bin Yasar: 
 الله لوسر ةيلاعلا لهأ نم لجر ىتأ-  ملسو هيلع الله ىلص-  كله لاجر نإ ، الله لوسر يا : لاقف
 الله لوسر هعبتف ، هثايرم مسقت قلطنا ، ةلاخو ةمع كرتو-  ملسو هيلع الله ىلص-  ، راحم ىلع
 كرت لجر بر يا " لاقو . " ةلاخو ةمع كرت لجر بر يا " : لاق ثم ، ةينه راس ثم . " ةلاخو ةمع
 لا ءيش يلع لزني ىرأ لا " : لاق ثم . " ةلاخو ةمع كرت لجر بر يا " : لاق ثم ، ةينه راس ثم
امله ءيش" )يقهيبلا هاور(36 
Artinya: 
 Seorang laki-laki dari kaum Al-Aliah mendaangi Nabi Muhammad saw, 
kemudian bertanya: “wahai utusan Allah, Sengguh seorang meninggal dunia dan 
meninggalkan ‘amah (saudari perempuan ayah) dan khālah (saudari perempuan 
                                                          
34Sulaiman bin Asy’aṡ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud, h.870. 
35Alī bin Umar Al-Dāraqutnī , Sunan al-Dāraqutnī (Bairūt: Muassasah al-Rīsālah, 
1424H), h.173. 
36Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqy, Al-Sunan Al-Kubra (Bairūt: Dār 
al-Ma’rifah, t.th), h.879. 
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ibu), maka nabi bertolak bermaksud membagi warisannya kemudian diikuti oleh 
laki-laki tersebut, kemudian nabi berkata “Ya Rabb, Seorang lelaki meninggalkan 
‘amah dan khālah,” kemudian suasana hening sesaat, lalu nabi mengulang 
kembali “Ya Rabb, Seorang lelaki meninggalkan ‘amah dan khālah,” kemudian 
suasana hening kembali, nabi kemudian berkata lagi “Ya Rabb, Seorang lelaki 
meninggalkan ‘amah dan khālah,” lalu beliau bersabda, saya pikir tidak ada 
sesuatu (wahyu) yg turun tentangnya, maka tidak ada bagiannya”. (HR. AL-
Baihaqi) 
Argementasi dalil, Bahwa “amah dan khālah adalah kerabat dari 
kelompok żawū al-arḥām yang paling dekat dengan pewaris, dengan tidak adanya 
bagian warisan bagi keduanya menunjukkan bahwa kelompok żawū al-
arḥāmyang lebih jauh hubungan kekeluargaannya dari pewaris lebih utama untuk 
tidak mendapatkan warisan. 
c) Beberapa Ulama Al-Mutaakhkhirūn dari kalangan mazhab Māliki dan Syāfii’. 
Kelompok ketiga berpendapat bahwa żawū al-arḥām mendapatkan 
warisan jika tidak didapati salah seorang dari ahli waris dari kelompok żawū al-
furud dan ‘aṡabah kecuali suami saja atau istri saja , dengan syarat bait al-mal 
belum muntaẓim37 . namun jika bait al-mālmuntaẓim dalam artian penyaluran 
sesuai aturan syariat dll. 
d) Al-Syinqītī 
Kelompok keempat berpendapat bahwa żawū al-arḥām tidak mendapatkan 
warisan kecuali khālu dan khālah (saudara/saudari ibu pewaris) saja, adapun 
kelompok żawū al-arḥam lainnya tidak berhak mendapatkan warisan. 
Dalil yang dipegangi adalah Hadis Miqdam yang sudah disebutkan 
dimuka bahwa nabi bersabda: 
                                                          
37Muntaẓim artinya bait al-mal yang eksis dan berjalan secara teratur, dapat menyalurkan 




انثدح يىيح نب تسرد انثدح داحم نب ديز نع ليدب نب ةرسيم نع يلع نب بيأ ةحلط نع دشار نب 
دعس نع بيأ رماع نيزولها نع مادقلما يماشلا لاق لاق لوسر الله ىلص الله هيلع ملسو ناأ ثراو نم 
لا ثراو هل لقعأ هنع هثرأو لالخاو ثراو نم لا ثراو هل لقعي هنع هثريو 
Artinya:  
 Paman (saudara ibu) mewarisi barang siapa yang tidak meninggalkan ahli 
waris, dia menanggung kemenakannya dan mewarisinya. 
          Dan hadis umamah yang juga telah disebutkan dimuka, dimana nabi 
mengatakan: 
انثدح رادنب انثدح وبأ دحمأ ييربزلا انثدح نايفس نع دبع نحمرلا نب ثرالحا نع ميكح نب ميكح 
نب دابع نب فينح نع بيأ ةمامأ نب لهس نب فينح لاق  بتك رمع نب باطلخا لإ بيأ ةديبع نأ 
لوسر الله ىلص الله هيلع ملسو لاق الله هلوسرو لوم نم لا لوم هل لالخاو ثراو نم لا ثراو هل 
لاق وبأ ىسيع فو بابلا نع ةشئاع مادقلماو نب يدعم  برك اذهو ثيدح نسح حيحص  
Artinya:   
 “Allah dan Rasullnya wali bagi orang yang tidak ada walinyadan 
khaluadalah pewaris  bagi siapa yang tidak memiliki perwaris.” 
 Argumentasi dalil, bahwa Nabi sudah menetapkan bagi khalu (saudara 
ibu) dapat mewarisi jika tidak ditemukan ahliwaris dari kelompok ‘aṡabah  
danżawū al-furūḍ, sedangkan warisan tidak mungkin ditetapkan kecuali dengan 
dalil yang jelas, maka hanya khalusaja yang berhak memperoleh warisan dari 
kelompok żawū al-arḥam, sedangkan yang lainnya tidak berhak dengan alasan 
tidak adanya dalil yang menjelaskan hal tersebut. 
  
2) Kewarisan żawū al-arḥām dalam fikih Indonesia 
Membahas kewarisan dalam konteks fikih Indonesia akan selalu 
bersinggungan dengan pasal-pasal hukum kewarisan dalam KHI, hal ini 
dikarenakan KHI adalah produk kesepakatan ulama Indonesia dalam rangka 
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unifikasi Hukum Islam, khususnya ruang lingkup Pengadilan Agama. Disamping 
itu, dikenal beberapa cendekiawan muslim yang intens menyuarakan 
pembaharuan hukum Islam dibidang kewarisan diantaranya Prof. Hazairin, serta 
tokoh aktivis gender dalam upaya merevisi KHI seperti Prof. Musdah Muliah. 
a) Hazairin 
Prof Hazairin adalah tokoh cendekiawan muslim yang banyak 
mengutarankan konsep pembaruan hukum Islam khususnya pada bidang 
kewarisan, gagasan-gagasanya mulai dilontarkan pada tahun 60an jauh sebelum 
munculnya KHI, Hazairin banyak mengkritik sistem kewarisan yang selama ini 
berjalan karena menurut Hazairin bercorak patrilineal sedangkan yang 
dikehendaki al-quran menurutnya adalah sistem kewarisan bilateral, konsep waris 
bilateral yang dimaksud Hazairin dipaparkan dalam bukunya Hukum Kewarisan 
Bilateral Menurut Al-Quran. 
 Jika mayoritas ulama membagi ahliwaris sebab kekrabatan menjadi tiga 
yaitu żawū al-furūḍ, ‘aṡabah  danżawū al-arḥam, maka Hazairin menawarkan 
konsep baru yaitu dengan membagi ahli waris menjadi sebab kekerabatan 
menjaditiga juga kelompok berbeda, yaitu żawū al-furūḍ, żawū al-qarābah dan 
mawālī. Hazairin menolak konsep ‘aṡabah  terlebih lagi  żawū al-arḥam, 
kemudian menawarkan konsepżawū al-qarābah sebagaimana konsep kelompok 
syiah yang tidak membedakan antara kerabat laki-laki dan perempuan, sehingga 
anak laki-laki yang sendirian dapat mewarisi sebagaimana anak perempuan dan 
saudara perempuan yang hanya seorang diri,38żawū al-qarābah yang dimaksud 
oleh Hazairin yaitu: 
(1) Anak laki-laki dan perempuan yang bersamanya anak laki-laki atau 
keturunannya 
                                                          
38A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, h.46. 
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(2) Ayah, Apabila pewaris mati punah. 
(3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bersamanya saudara laki-
laki atau keturunannya jika pewaris mati punah 
(4) Kakek dan nenek.39 
Adapun mawālīsebagai ahli waris pergantian yaitu mereka yang menjadi 
ahli waris karena menggantikan kedudukan orang sebagai ahli warisnya sebab 
tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.Hubungan kekeluargaan 
antara pewaris dengan mawālīberupa hubungan kedarahan ke garis bawah atau 
garis sisi atau garis atas.40Sebagai contoh bahwa adanya kemungkinan bagi orang 
tua pihak ayah atau pihak ibu untuk menjadi mawālī  bagi ayah atau ibu sipewaris, 
dengan cacatan ayah atau ibu telah meninggal lebih dulu dari pada pewaris.Dalam 
kasus lainseorang pewaris diwarisi oleh mawali saudaranya yang meninggal 
terlebih dahulu. 
 Konsep mawālīini mirip dengan konsep ahlal-tanzīl yang memposisikan 
żawū al-arḥam sesuai dengan posisi asalnya (induknya) yaitu sebagai żawū al-
furūḍ atau ‘aṡabah, mentode al-tanzīl diperuntukkan khususkepada kelompok 
żawū al-arḥam ketika tidak ditemukan żawū al-furūḍ selain suami atau istri dan 
tidak ditemukan pula ‘aṡabah, adapun konsep mawālī memungkinkan żawū al-
arḥam mendapat warisan bersamaan dengan żawū al-furūḍ bahkan dalam 
beberapa kondisi (letak kelemahan konsep mawālī) ketika pengganti ahli waris 
mendapat porsi lebih banyak daripada ahli waris asal yaitu żawū al-furūḍ atau 
‘aṡabah . 
Kesimpulan dari konsep kewarisan menurut Hazairin adalah menolak 
konsep dan istilahżawū al-arḥam sebagaimana menolak konsep ‘aṡabah . 
                                                          
39A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, h.46.  




b) Kompilasi Hukum Islam. 
Secara umum ketentuan hukum kewarisan didalam KHI berpedoman pada 
garis-garis besar hukum faraid, dimana KHI tetap membagi ahli waris dari 
keluarga menjadi tiga yaitużawū al-furūḍ, ‘aṡabah danżawū al-arḥam. 
Mengenai kewarisan żawū al-arḥam, KHI lebih memilih pendapat 
kelompok kedua yang menjadikan bait al-māl lebih berhak dari żawū al-arḥam, 
dengan kata lain żawū al-arḥam tidak berhak menerima warisan  sebagaimana 
termaktub pada pasal 191 KHI : 
“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya 
tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan 
Agama diserahkan penguasaannya kepada Bait al-māl untuk kepentingan 
Agama Islam dan kesejahteraan umum. 
 
c) Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) 
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Draft Counter Legal dari 
Kompilasi Hukum Islam / CLD-KHI) yang diluncurkan oleh Pokja PUG Depag 
mengusulkan beberapa konsep tentang pembaruan hukum keluarga Muslim dalam 
bentuk rancangan sementara hukum perkawinan, hukum waris Islam, dan hukum 
pada properti disumbangkan ke penggunaan agama (wakaf). Rancangan ini terdiri 
dari 178 artikel dan mengusulkan 23 poin dari ide-ide pembaruan hukum Islam. 
Dalam kewarisan CLD-KHI berkonsentrasi mengusulkan 4 poin, yaitu; 
(1) Agama bukan halangan dakam proses pewarisan 
(2) Jika anak kandung dari dari anak illegal diketahui maka ia memiliki hak 
untuk inherite kekayaan ayahnya 
(3) Menghilangkan konsep auld an radd 




Dari keempat poin diatas tidak ada konsep baru yang dikemukakan dalam 
CLD KHI mengenai ahli waris dari sebab kerabat, sehingga dapat dipahami 
bahwa CLD KHI tetap mempertahankan skema kewarisan dalam KHI, bahwa ahli 
waris kerabat terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu  żawū al-furūḍ, ‘aṡabah dan 
żawū al-arḥam . Dipahami pula bahwa baital-māl lebih berhak mendapatkan 
warisan dari żawū al-arḥam sebagaimana disinggung pada pasal  KHI. 
Berikut  tabel perbedaan pendapat tentang kewarisan żawū al-arḥam: 
No Mazhab, Kelompok, Tokoh 
Pandangan tentang kewarisan żawū al-
arḥam 
1 
Mazhab Hanafī  dan Mazhab 
Hanbalī. 
żawū al-arḥam berhak mendapatkan 
warisan ketika tidak ada ahli waris dari 
żawū al-furūḍ dan ‘aṡabah kecuali suami 
atau istri, żawū al-arḥam didahulukan 
dari pada bait al-māl  
2 
Mazhab Māliki dan Mazhab 
Syafi’i 
żawū al-arḥam tidak berhak 
mendapatkan warisan  
3 
Beberapa Ulama Al-
Mutaakhkhirūn dari kalangan 
mazhab Māliki dan Syāfii’. 
żawū al-arḥam berhak mendapatkan 




Hanya khālu (saudara ibu pewaris) dan 
khālah (saudari ibu pewaris) yang dapat 
menerima warisan dengan syarat tiadk 




Menolak sistem żawū al-arḥam, dan 
menawarkan sistem mawali yang 
umumnya berasal dari anggota żawū al-
arḥam 
6 
Kompilasi Hukum Islam. 
żawū al-arḥam tidak berhak 
mendapatkan warisan sebagaimana 
mazhab Mālikī dan Syāfi'ī, namun 
mengadopsi sistem pergantian ahli waris 
bagi cucu, seerti cucu perempuan dari 
anak laki-laki 
7 
Counter Legal Draft Kompilasi 




3) Pendapat yang kuat menurut penulis 
Dari beragam pandangan ulama dan cendekiawan muslim terhadap 
kewarisan żawū al-arḥam sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis 
cenderung memilih pendapat bahwa żawū al-arḥam berhak mendapatkan warisan 
ketika tidak ada ahli waris dari kalangan żawū al-furūḍ, ‘aṡabah, kecuali suami 
atau istri.dengan alasan sebagai berikut: 
a) Bahwa kata ulū al-arḥam dalam al-Qur’an surah al-anfāl ayat 75, bermakna 
umum mencakup segala hal seperti nafaqah,  ta’āwun, takāful dan lain 
sebagainya dan tidak khusus pada masalah warisan. Adapun ayat-ayat 
mawaris secara khusus diperuntukkan dalam pembagian warisan kepada ahli 
waris dari golongan żawū al-furūḍ dan ‘aṡabah, sehingga tidak ada 
pertentangan dari kedua dalil tersebut, karena jikalau tidak ditemukan ahli 
waris dari kedua kelompok utama maka żawū al-arḥam berhak mendapatkan 
warisan sebagaimana dipahami dari makna umum surah al-Anfāl ayat 75. 
b) Dalil hadis yang dipegangi kelompok yang menolak kewarisan żawū al-arḥam 
umumnya adalah hadis-hadis daif yang tidak semestinya dijadikan dasar 
hukum. 
c) Żawū al-arḥam memiliki hubungan dengan pewaris dari dua jalur, yaitu jalur 
Islam dan jalur kekerabatan, sehingga żawū al-arḥamlebih layak diutamakan 
dari pada bait al-māl. 
d) Kewarisan żawū al-arḥam juga merupakan keputusan peradilan dizaman 
sahabat nabi, banyaknya putusan tentang kewarisan żawū al-arḥam membuat 
masalah ini sudah dikenal dizaman itu. 
e) Perbedaaan pendapat ulama mengenai kewarisan  żawū al-arḥām pada fikih 
islamdapat diklasifikasikan menjadi dua tahapan. Tahapan pertama ketika bait 
al-māl disebut  muntaẓim yaitu ketika bait al-māl eksis sebagaimana pada 
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masa Khulafā al-Rāsyidīn  dan peranannya terhadap kepentingan masyarakat, 
tahapan kedua ketika bait al-māl tidak lagi muntaẓim dan tidak adanya 
pemimpin yang adil yang mampu mengelola bait al-māl sebagaimana 
semestinya.   Letak perbedaan ulama adalah pada ada tidaknya bait al-
mālyang muntaẓim didaerah atau zaman tertentu, sehingga ketika disuatu 
zaman atau tempat seperti pada umumnya zaman kita saat ini  tidak ditemukan 
bait al-māl yang muntaẓim, maka kewarisan żawū al-arḥām harusnya lebih 
diutamakan daripada bait al-māl.  
f) Membagi kelompok kerabat sebagaimana pendapat jumhur fuqaha, yang 
terdiri dari żawū al-furūḍ, ‘aṡabah  dan  żawū al-arḥam justru lebih berjiwa 
bilateral menurut penulis jika dibandingkan konsep żawū al-furūḍ, żawū al-
qarābah dan mawāli yang ditawarkan oleh Hazairin, dimana ‘aṡabah  
mewakili corak kerwarisan patriarki sebaliknyażawū al-furūḍ mewakili corak 
matriarki kemudian żawū al-furūḍ adalah pokok kewarisan Islam yang bersifat 
tetap sehingga corak bilateral lebih nampak pada pendapat jumhur. 
g) Tidak adanya konsep yang jelas tentang kewarisan żawū al-arḥam pada CLD 
KHI , menunjukkan kelemahan dan keterbatasankonsep persamaan gender 
yang diusung oleh aktifis gender, sebab upaya memperjuangkan hak-hak 
perempuan dinilai belum maksimal dan meyeluruh. 
 
d. Tata Cara pembagian waris kepada żawū al-arḥam 
1) Perbedaan pendapat ulama tentang tata cara pembagaian warisan kepada 
żawū al-arḥam 
Sudah menjadi kesepakatan ulama yang berpendapat akan kewarisan żawū 
al-arḥambahwa kelompok żawū al-arḥamdapat mewarisi dengan syarat tidak 
adanya ahli waris dari kelompok ‘aṡabah  dan żawū al-furūḍ kecuali suami 
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atauistri, sebab suami maupun istri tidak dapat menerima radd serta tidak dapat 
menghijab żawū al-arḥam, sehingga keduanya dapat memperoleh warisan secara 
bersamaan dengan kelompok zawil arham. 
Selain itu, mereka juga bersepakat bahwa seorang anggota żawū al-arḥam 
dapat menerima seluruh harta pada kasus pewaris tidak meninggalkan ahli waris 
kecuali dirinya saja. 
Yang diperselisihkan dikalangan ulama ketika terdapat lebih dari satu 
anggota żawū al-arḥam, maka ulama berbeda pendapat tentang tata cara 
pembagiannya menjadi tiga pendapat, yaitu; 
a) Cara Ahl Tanzīl 
Al-Tanzīl adalah suatu asas dalam membagikan harta warisan kepada żawū 
al-arḥam dangan menempatkan atau memposisikan mereka sebagaimana ahli 
waris asal (induknya) yaitu sebagai żawū al-furūḍ atau ‘aṡabah  .Sekalipun derajat 
żawū al-arḥam tersebut sudah jauh tetap dapat bergeser naik ataupun turun, 
derajat demi derajat hingga berhasil mencapai tempat ahli waris asal (induknya).41 
 Melalui cara tanzīl seperti ini maka cucu laki-laki dari anak perempuan 
dan kemanakan laki-laki dari saudari perempuan menduduki posisi orang tuanya, 
begitupula kemanakan perempuan dari saudara laki-laki dan sepupu perempuan 
dari paman (saudara ayah) masing masing menempati posisi orang tuanya. 
Pendapat ini dipegangi oleh Umar bin Khattāb, Alī bin AbīṬālib, Ibnu Mas’ūd 
dari kalangan sahabat, serta Alqamah, Masruq, al-Sya’bī, al-Nakhaī, serta 
Mayoritas ulama mazhab seperti Mazhab Mālikī Mazhab Syāfi’ī, dan Mazhab  
Hanbalī. 
                                                          




Adapun Dasar hukum cara pembagian ahl al-tanzīl yaitu: 
(1) Bahwa tidak ditemukan dalil teks dari al-Qur’an maupun al-Sunnah yang 
menjelaskan tatacara pembagian warisan terhadap kelompok żawū al-
arḥam, dan tidak sepantasnya menetapkan pembagian dengan hanya  
berlandaskan akal semata, oleh sebab itu maka mengembalikan pada posisi 
penghubung żawū al-arḥam dengan pewarisnya dipandang lebih 
mendekati dalil yang ada. 
(2) Melihat yurisprudensi peradilan dizaman sahabat nabi, dimana para 
sahabat menggunakan cara tanzīl dalam membagikan warisan kepada 
kelompok żawū al-arḥam, seperti bibi (saudari ayah ) berposisi sebagai 
ayah, bibi (saudari ibu) menggantikan posisi ibu, cucu perempuan (dari 
anak perempuan) menggantikan posisi anak perempuan, dan sebagainya.42 
b) Cara ahlal-qarābah 
Yang di maksud dengan mażhab al-Qarabah adalah asas dalam 
membagikan harta peninggalan kepada żawū al-arḥam dengan dasar kedekatan 
hubungan nasab antara żawū al-arḥam dengan orang yang meninggal. Żawū al-
arḥam yang hubunganya dekat dengan si pewaris didahulukan menerima harta 
peninggalan dari pada yang hubunganya jauh, sebagaimana sistem ‘aṡabah  .Cara 
al-qarābah seperti ini dipegangi oleh mażhab Hanafī. 
Adapun dasar hukum yang dikemukakan ahl al-qarābah pada dasarnya 
sama dengan ahl al-tanzīl karena tidak ada dalil teks yang menjelaskan cara 
pembagian warisan kepada żawū al-arḥam, maka ahl al-qarābah melihat 
kedudukan ahl al-qarābah sama dengan ‘aṡabah  yang mana keduanya tidak 
ditentukan bagian secara pasti oleh sebab itu qiyas żawū al-arḥam dengan 
‘aṡabah  lebih dekat. 
                                                          
42Ibnu Qudamah, Al-Mugnī (Qāhirah: 1410 H), h.816 
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c)  Cara ahl al-rahim 
Mażhab ahl al-rahim adalah mażhab yang mempersamakan żawū al-
arḥam secara keseluruhan.Mażhab ini tidak membeda-bedakan antara keempat 
kelompok; bunūwwah, ubuwah, ukhūuwwah, dan ‘umumah. Ketika dalam 
pembagian warisan, keempat kelompok żawū al-arḥam ini ada semua, maka 
masing-masing memiliki bagian yang sama dengan cara dibagi rata. Cara ini 
dinamakan al-rahim, karena cara ini tidak membedakan antara yang satu dengan 
yang lain di dalam memperoleh bagian, tidak memandang kuat dan lemahnya 
jalur kekerabatan mereka, tetapi memandang bahwa mereka semua itu adalah 
kerabat (rahim).Pendapat ini dianut oleh Hasan ibn Maisir dan Nuh ibn Żarah, di 
antara imam mażhab tidak ada yang memegang pendapat ini. 
2) Pendapat yang menurut penulis, Pendapat yang paling kuat menurut 
penulis adalah pendapat mayoritas ulama yaitu  mażhab ahl al-tanzīl 
dengan beberapa alasan: 
a) Cara ini memiliki dasar yang kuat yaitu yurisprudensi pembagian warisan 
kepada żawū al-arḥam dimasa sahabat nabi. 
b) Pada dasarnya żawū al-arḥam adalah cabang dari ahli waris kelompok 
‘aṡabah  maupun żawū al-furūḍ, sehingga sangat pantas ketika pembagiannya 
mengikuti asal żawū al-arḥam dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah 
umum faraid. 
c) Qiyas żawū al-arḥam hanya kepada ‘aṡabah  dan meninggalkan żawū al-furūḍ 







2. Kompilasi Hukum Islam 
a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam 
Secara bahasa, “Kompilasi” berarti kumpulan atau himpunan yang 
tersusun secara teratur (daftar informasi, karangan dan lain sebagainya).43 Istilah 
Kompilasi diserap dari bahasa inggris dari kata “compilation”, dalam bahasa 
belanda juga dikenal kata “compilatie” yang diambil dari kata “compilare” yang 
artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan- peraturan 
yang tersebar berserakan dimana-mana.  Selanjutnya istilah ini kemudian 
digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang merupakan 
Terjemahnya langsung dari compilation dan compilatie. 
Berdasarkan makna tersebut kemudian Abdurrahman menyimpulkan 
bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis 
yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan 
tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa 
penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan 
kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih 
mudah.44 
Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, 
kodifikasi berarti pembukuan hukum atau at-tadwin yang melahirkan kitab 
undang-undang produk hukum tertentu, sedangkan kompilasi hanya bersifat 
himpunan materi hukum dalam satu buku, sebagaimana pendapat Abdurrahman 
bahwa kompilasi tidak lain hanya sebuah buku hukum atau buku kumpulan 
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Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1991)  h516. 




hukum yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum 
atau juga aturan hukum.45 
Selanjutnya Abdurrahman mendefinisikan kompilasi hukum Islam adalah 
rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang 
ditulis oleh para ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada 
pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan seta dihimpun dalam suatu 
himpunan.46 KHI biasa juga disebut fikih Indonesia yang memuat 3 buku hukum, 
yaitu: Buku tentang perkawinan, Buku tentang Kewarisan, dan buku tentang 
perwakafan, uniknya kumpulan fikih ini disajikan dalam bahasa perundang-
undangan yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. 
 
b. Latar Belakang Lahirnyan Kompilasi Hukum Islam 
 Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu hukum materil yang 
dipergunakan di peradilan agama guna menjalankan fungsinya sebagai 
lembagayang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang 
diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain (pasal 49 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Ide munculnya 
Kompilasi Hukum Islamdilatarbelakangi oleh beraneka ragamnya putusan 
peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, putusan-
putusan yang berdisparitas tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan 
lainnya, antara hakim satu dengan hakim lainya. Masalah ini disebabkan tidak 
adanya kitab hukum yang positif dan unifikatif yang menjadi rujukan utama para 
hakim dalam lingkup pengadilan agama, para hakim merujuk pada kitab-kitab 
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fikih yang sangat beragam dari berbagai latar belakang mazhab yang beragam 
pula. 
 Masalah ini sangat merisaukan para petinggi hukum utamanya 
Mahkamah Agung dan Depertemen Agama (sekarang Kementrian Agama), 
Sehingga sebagai upaya penyeragaman hukum dan dalam rangka mengisi 
kekosongan hukum maka disusunlah KHI atas prakarsa penguasa Negara dalam 
hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui surat keputusan 
bersama (SKB). 
 Perumusan KHI merupakan upaya nyata mempositifkan hukum Islam di 
Indonesia, Prof Busthanul Arifin sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan 
Lingkungan peradilan agama saat itu berulang kali menegaskan bahwa ada tiga 
pilar sukoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang 
diamanatkan pasal 24 Undang-undang dasar 1945jo. Pasal 10 Undang-undang 
Nomor 14 tahun 1970. Bahwa salah satu pilar tidak terpenuhi menyebabkan 
fungsi peradilan tidak berjalan dengan benar, ketiga pilar itu adalah : 
1) Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-
udang 
2) Adanya organ pelaksana 
3) Adanya sarana hukum sebagai rujukan.47 
 KHI merupakan proyek penguatan salah satu pilar tersebut yaitu adanya 
sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. Menurut M, Yahya 
Harahap bahwa sebenarnya sebagian hukum materiil yang menjadi yuridiksi 
peradilan agama sudah dikodifikasi dalam undang-undang Nomor 9  Tahun 1975 
yang mengandung hukum materiil dibidang perkawinan, akan tetapi pada 
                                                          
47Cik Hasan Bisri dkk, Komppilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: 
Logos Wacana Ilmu, 1999) h.28. 
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dasarnya hal-hal yang ada didalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum 
secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang 
diatur didalam Islam, Seperti istbat nikah, syarat dan rukun perkawinan, 
perkawinan hamil, masalah iddah dan lain-lain. Terlebih lagi dibidang yang lain 
seperti warisan, hibah dan wakaf, sampai saat KHI disusun belum diatur dan 
dirumuskan hukumnya secara positif dan unifikatif.  
 Untuk mengobati kepincangan pada pilar ketiga tersebut, maka muncul 
beberapa pandangan diantaranya harus ada upaya melengkapi adanya hukum 
materiil yang positif dan unikatif sebaiknya ditempuh jalur formal perundang-
undangan yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 undang-
undang dasar 1945, sehingga hasil yang akan dicapai adalah undang-undang 
hukum perdata Islam tentang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, warisan. Secara 
konstitusi keabsahannya benar-benar bersifat legalistic atau legal law. Namun 
cara ini membutuhkan waktu yang lama, beberapa prosedur harus dilewati 
dimulai dari penyusunan rancangan Undang-undang sampai pembahasan di 
Dewan Perwakilan Rakyat, Sedangkan kebutuhan akan adanya hukum materiil ini 
sangat mendesak, sehingga dipilihlah jalan pintas untuk menyusun KHI sebagai 
subtansi dari hukum materiil yang dibutuhkan tersebut walaupun belum sederajat 
dengan undang-undang, melalui Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung, 
lahirlah surat keputusan bersama yang menugaskan penyusunan hukum positif 
perdata Islam dalam kitab hukum kompilasi kepada suatu panitia , dengan 
ketentuan harus menggali dan mempelajari sumber-sumber hukum Islam yang 
terdapat didalam qur’an dan sunnah disamping kitab-kitab fikih mazhab yang 
dijadikan sebagai bahan orientasi, serta mengadakan perbandingan dengan 






c. Proses penyusunan KHI 
 Penyusunan KHI dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek yang 
ditunjuk SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 
dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Terpilih sebagai pimpinan umum 
Pelaksana Proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, S.H  yang saat itu menjabat 
Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan Peradilan Agama. Jangka 
waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak 
dikeluarkannya SKB tersebut.  
 Penyusunan KHI dapat dirinci menjadi dua tahapan, pertama, tahapan 
pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumberbaik tertulis maupun 
tidak tertulis, Tahapan kedua adalah tahapan perumusan yang didasarkan  pada 
perundang-undangan yang berlaku dari sumber hukum Islam (al-Qur’an dan al-
Sunnah) khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan subtansi KHI.48 
 Tahapan pegumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan 
melalui empat jalur, sebagai berikut: 
1) Menelaah 38 Kitab Fikih dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah 
hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan 
sedekah)  penelaan kitab fikih ini dilakukan para pakar di tuju IAIN 
sebagai berikut: 
a) IAIN Aranri Banda Aceh, menelaah 6 kitab, yaitu; al-bājūry, Fatḥ al-Mu’īn, 
Syarqāwy ‘ala al-Taḥrīr, Mugnī al-Muḥtāj, Nihayah al-Muḥtāj, al-Syarqāwī. 
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b) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menelaah 6 kitab, yaitu; I’ānah al-Ṭālibīn, 
Tuḥfah, Targīb al-Mustāq, Bulgah al-sālik, Syamsūry fi al-Fārāid, al-
Mudawwamah. 
c) IAIN Antasari Banjarmasin, menelaah 6 kitab, yaitu; Qalyūby / al-Maḥallī, 
Fatḥ al-Wahāb denyan syarahnya, Bidāyāh al-Mujtahid, al-Umm, Bugyah al-
Mustarsyidīn, Aqīdah wa al-Syari’ah 
d) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menelaah 5 kitab, yaitu; al-Muḥalla, al-
Wajīz, Fatḥ al-Qadīr, al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah, Fiqh al-Sunnah 
e) IAIN Sunan Ampel Surabaya, menelaah 5 kitab, yaitu; Kasyfu al-Qinā’, 
Majmū’ah alfatāwi Ibn Taimiyah, Qawānīn al-Syar’iyyah li al-Sayyid 
‘Ustmān bin Yaḥya, al-Mugnī, al-Hidāyah syarḥ Bidāyah al-Muhtadī 
f) IAIN Alauddin Makassar, memelaah 5 kitab,  yaitu: Qawānīn Syar’iyyah li al-
Sayyid Sadaqah Dakhlān, Nawwāb al-Jalīl, Syarḥ ibn ‘Abidīn, al-Muwaṭṭa’, 
Hāsyiyah Syamsuddīn Moh, Irfan Dasuki. 
g) IAIN Imam Bonjol Padang, menelaah 5 kitab, yaitu; Badā’I al-Ṣanā’I, Tabyīn 
al-Ḥaqāiq, al-Fatāwi al-Hindiyah, Fatḥ al-Qadīr, Niḥayah. 
 
2) Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah yang 
laksanakan atas kerjasama ketua pengadilan tinggi agama Islamsetempat, 
daerah ini seperti di aceh, Medan, Padang, Palaembang, Bandung, 
Surakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Banjarmasin dan Mataram. 
3) Menelaah produk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang 
terhimpun dalam 16 buah buku, yang terdiri dari empat jenis yaitu 
himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan 




4) Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di maroko, Mesir dan 
Turki dengan mengunjungi Negara tersebut. Disamping itu, 
memperhatikan aspek2 historis dan kemajemukan masyarakat baik secara 
vertical maupun horizontal. 
 Pada tahapan kedua yakni perumusan KHI secara subtansial dilakukan 
dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah dan 
secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Disamping itu, perumus KHI juga mempertimbangkan perkembangan yang 
berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat yang tertulis dan 
tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam, 
sehingga terjadilah adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya kedalam KHI, 
dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di 
Indonesia yang bercorak keindonesiaaan. 
 Setelah melalui tahapan-tahapan penyusunan KHI maka diadakanlah 
lokakarya nasional sebagai puncak kegiatan proses penyusunan KHI dan juga 
dalam rangka menyempurnakan kerja TIM, Lokakarya ini dimaksudkan untuk 
menggalang ijma (consensus) ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di 
Indonesia. Lokakarya ini berlangsung selama 5 hari, tanggal 2- 6 Februari 1988 
bertempat di hotel Kartika Candra Jakarta, yang diikuti oleh 124 peserta dari 
seluruh Indonesia. 
 Banyak kalangan menginginkan rumusan KHI hasil lokakarya tersebut 
dituangkan dalam bentuk undang-undang, Namun menyadari bahwa proses 
menuju undang-undang ini memakan waktu lama dan berlarut-larut, maka 
ditempuh jalur pintas yaitu agar dituangkan dalam peraturan pemerintah dan 
keputusan presiden, sehingga KHI segera disahkan dalam bentuk instruksi 
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presiden no. 1 tahun 1991, yang isinya presiden menginstruksikan kepada menteri 
agama untuk, pertama menyebarluaskan KHI yang terdiri dari: 
1) Buku I tentang hukum perkawinan 
2) Buku II tentang Hukum kewarisan 
3) Buku III tentang Hukum perwakafan  
 Sebagaimana telah diterima oleh ulama Indonesia dalam lokakarya 
Jakarta 2-5 februari 1988, Untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan 
masyarakat yang memerlukannya.Kedua melaksanakan instruksi ini dengan 
sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab. 
 Sebagai tindak lanjut atas intruksi presiden tersebut, Menteri Agama 
mengeluarkan Keputusan no. 154 tahun 1991 tetang pelaksanaan Instruksi 
Presidenn Republik Indonesia No.1 tahun 1991 tanggal 10 juni  1991. Selanjutnya 
melalui surat edaran direktur pembinaan badan peradilan agama Islam tanggal 25 
juli 1991 no.3694/EV/HK.003/AZ/91 kompilasi diperluas kepada semua ketua 
pengadilan tinggi agama dan ketua pengadilan agama diseluruh Indonesia. 
 
d. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam 
Sejak keluarnya Instruksi Presiden dan Surat Keputusan Menteri Agama 
sebagimana diterangkan dimuka, maka KHI secara praktis telah menjadi hukum 
materiil terapan di Peradilan Agama yang digunakan oleh para hakim, pengacara 
dan pencari keadilan di samping merujuk kepada ayat Qur’an, Hadits Nabi atau 
pendapat tertentu dari buku-buku fiqh serta peraturan-peraturan perundang-
undangan yang lain. 
 Eksistensi KHI dalam sistem hukum nasional telah memiliki landasan 
yuridis yang jelas, yaitu instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 
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1991, Menurut Ismail Suny, Instruksi Presiden dasar hukumnya adalah pasal 4 
ayat (1) undang-undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang 
kekuasaan Pemerintahan Negara, Baik itu dinamakan Keputusan Presiden ataupun 
Instruksi Presiden kedudukan hukumnya sama. 
 Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama, untuk 
menyebar luaskan KHI yang terdiri dari tiga buku hukum tentang perkawinan, 
kewarisan dan Perwakafan, berikut isi konsideran instruksi presiden tersebut: 
1) Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada 
tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 telah menerima baik rancangan Buku 
Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku 
II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. 
2) Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi 
pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan 
sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang 
tersebut. 
3) Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a 
perlu disebarluarkan. 
 Hanya saja dalam konsideran secara tersurat pada point b memakai kata 
“dapat” sehingga dipahami bahwa kedudukan KHI sebagai “pedoman” dalam 
penyelesaian masalah-masalah di bidang tertentu oleh instansipemerintah dan 
masayarakat yang memerlukannya. 
e. Deskripsi pasal-pasal yang berkaitan dengan anggota żawū al-arhām 
Buku ke II KHI memuat tentang hukum kewarisan yang terdiri atas 4 bab 
dan 44 pasal, dimulai dari pasal 171- pasal 214,  dilihat dari segi yuridis 
formalnya, masalah kewarisan belum pernah diatur dalam suatu undang-undang 
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tertentu ataupun melalui peraturan pemerintah sebelum munculnya KHI, berbeda 
dengan masalah perkawinan,beberapa hukum perkawinan sudah diatur dalam 
undang-undang no. 1 tahun 1947 dan peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 
sebelum munculnya KHI. Sehingga hukum kewarisan pada buku ke II KHI adalah 
hukum kewarisan pertama dalam sistem hukum nasional yang dikuatkan dengan 
inpres no.1 tahun 1991, dan hingga saat ini belum terbit revisi maupun peraturan 
perundang-undangan terbaru mengenai kewarisan. 
Secara umum ketentuan mengenai kewarisan yang diatur dalam KHI masi 
berpedoman pada garis-garis hukum faraid, oleh sebab itu untuk mengetahui 
pasal-pasal yang berkaitan dengan dzawil arham didalam KHI perlu 
mendefinisikan d żawū al-arhām menurut istilah faraid, sebagaimana telah 
disinggung diawal bahwa dawil arham adalah semua keluarga yang tidak 
termasuk kelompok żawū al-furūḍ dan tidak juga termasuk kelompok aṣabah. 
 Dari defenisi ini sekurang-kurangnya ada 4 pasal yang berkaitan secara 
langsung maupun tidak langsung dengan żawū al-arhām, diantaranya; 
1) Pasal 185, Ayat 1:    
“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam Pasal 173.”49 
Isi Pasal ini 185 ayat 1 ini tentang  ahli waris pengganti yang 
umumnya berasal dari kelompok  żawū al-arhām. 
2) Pasal 191: 
 
“Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya 
tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan 
Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Bait al-māl untuk 
kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”50 
  
                                                          
49Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.59 
50Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.60 
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Secara tegas pasal 191 ini memilih penyerahan warisan kepada 
Bait al-māl oleh Pengadilan Agama, sekaligus meniadakan warisan kepada 
kelompok żawū al-arhām  jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris 
sama sekali dari kalangan żawū al-furud atau aṣabah. 
 
3) Pasal 193: 
“Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil 
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka 
penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta 
warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-
masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”51 
 Pasal ini menjelaskan pandangan KHI dalam masalah radd, dimana 
setelah pembagian warisan kepada żawū al-furud masi tersisa harta 
warisan dan tidak ada satupun dari golongan aṣabah, maka sisa waarisan 
dibagi kembali kepada żawū al-furud secara berimbang, masalah 
berikutnya muncul jika yang ada hanya istri atau suami saja, dalam kasus 
seperti ini sebagian ulama melihat peluang menyerahkan sisanya kepaada 
kelompok żawū al-arḥam dan hal ini tidak diakomodir oleh KHI. 
Pasal 209, Ayat 2:  
 
“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”52 
Pasal ini membahas perolehan anak angkat melalui wasiat wajibah, 
żawū al-arḥam berpeluang mendapatkan wasiat wajibah melalui pasal ini 




                                                          
51Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.60 
52Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.65. 
49 
 
3. Peradilan Agama 
a. Pengertian peradilan agama 
 Kata peradilan berasal dari akar kata adil, dengan tambahan awalan 
per dan akhiran an yang berarti segala sesuatu mengenai perkara 
pengadilan,53sedangkan peradilan agama yang dimaksud adalah peradilan 
Islam di Indonesia. 
 Peradilan agama dalah salah satu dari tiga  peradilan khusus yang 
sah di Indonesia, dua diantaranya adalah peradilan militer dan peradilan tata 
usaha Negara, dikatakan peradilan khusus karena pengadilan ini mengadili 
perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyak tertentu.54Dalam hal 
ini peradilan agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak 
termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, 
dalam perkara perdata Islam tertetu tidak mencakup seluruh perdata Islam. 
 Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dilihat 
dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara 
menurut agama Islam.Dikatakan di Indonesia karena jenis perkara yang boleh 
diadilinya tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam 
secara universal.Tepatnya peradilan agama yang dimaksud disini adapalah 
peradilan agama liminatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di 
Indonesia. 
 Dari beberapa keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Peradilan 
Agama adalah salah satu dari peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang 
                                                          
53“Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud”, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Dalam Jaringan, https://kbbi.web.id/adil  (22 Oktober 2017). 
54Republik Indonesia, Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
pokok Kekuasaan Kehakiman,  Pasal 10 Ayat 1. 
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bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata 
tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.55 
b. Susunan dan wewenang badan peradilan agama 
 Pada pasal 24 Undang-undang dasar 1945 yang telah diamandemen 
mengatur tentang badan peradilan di Indonesia, diantaranya tentang badan 
peradilan agama, khususnya di ayat 2 berbunyi: 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan 
peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.56 
 Masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud 
tersebut terdiri dari tingkat pertama dan tingkat banding yang semuanya 
berpuncak kepada Mahkamah Agung, sehingga untuk memeriksa dan 
mengadili perkara perdata Islam di Indonesia dalam lingkungan peradilan 
agama di mulai dari Pengadilan Agama (PA) ditingkat pertama kemudian 
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) ditingkat banding selanjutnya berujung 
kepada Mahkama Agung. 
 Pengadilan Agama tingkat pertama maupun tingkat banding disebut judex 
Facti, yang artinya masing-masing badan peradilan ini akan memeriksa secara 
keseluruhan, baik tentang fakta maupun tentang bukti-bukti dan lainnya. 
Sedangkan Mahkamah Agung tidak lagi disebut judex fakti yang memeriksa 
secara keseluruhan namun hanya memeriksa mana yang benar antara putusan 
pengadilan agama di tingkat pertama ataukah pengadilan tinggi agama di 
tingkat ke 3, oleh sebab itu Mahkamah Agung tidak dapat disebut tinggakt 
ketiga. 
                                                          
55Andi Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), h.10 
56Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24,Ayat 2. 
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 Kekuasaan absolut Pengadilan Agama disebut dalam pasal 49 san 50 UU 
No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agamma yang telah diamandemen dengan 









9) Ekonomi Syariah 
Pasal 50 
1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain 
dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, 
khusus mengenai objek sengketa trsebut harus diputus lebih dahulu 
oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum 
2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. 
Objek sengketa tersebut diputusskan oleh pengadilan Agama bersama 
perkara yang dimaksud dalam pasal 49. 
 
c. Tugas dan wewenang hakim di pengadilan agama 
 Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari Bahasa Arab yaitu 
hākim, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan 
qāḍi. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu 
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memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hākim dalam 
pemakaiannya disamakan dengan qāḍiyang berarti orang yang memutus perkara 
dan menetapkannya.  
 Secara normatif menurut pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 
Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada 
badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan secara 
terminologi atau secara umum yang dimaksud dengan hakim adalah organ 
pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan 
kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik 
yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili sesuatu perkara 
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak 
boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan 
Tuhan Yang Maha Esa. 57 
 Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah 
hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim 
pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 58 
 Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik 
dengan pengadilan, Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan 
                                                          
57Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Cet. I; 
Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 11 




dengan kebebasan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegak hukum dan 
keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan 
keputusan yang mencerminkan keadilan. 
 Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah ikon 
terpenting dalan institusi pengadilan. Karenanya, hakim selalu menjadi titik 
sentral perhatian masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai 
penyelenggara peradilan, hakim dipersyaratkan memiliki integritas baik, jujur, 
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini dimaksudkan agar 
hakim dalam melaksanakan tugas mampu melahirkan putusan yang adil dan benar 
menurut rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu pula, hakim dituntut berperan 
aktif melakukan tahapantahapan pemeriksaan perkara, menyimak dan meneliti 
secara seksama pernyataan, bukti-bukti, fakta-fakta persidangan, serta indikator 
penting lainnya, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan yang tepat dari 
setiap perkara yang diperiksanya. 
 Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara 
Indonesia. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1 
ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, 
selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
mahkamah konstitusi.  
 Disamping itu pada pasal 25 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 
ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim 
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ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-
sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat. 
 Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan agama mempunyai tugas 
dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelasaikan 
perkara perdata khusus orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara mengenai 
perkawinan, perceraian, pewarisan dam wakaf. Peradilan dalam lingkungan 
peradilan agama terdiri dari pengadilan agama yang memeriksa dan memutuskan 
perkara pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama yang memeriksa dan 
memutuskan perkara pada tingkat banding. 
1) Tugas Hakim Pengadilan Agama 
 Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 
mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia yang tertera pada pasa 1 dan 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 
1979.59 
2) Tugas Yudisial 
 Hakim peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum 
perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam 
hukum acara peradilan agama. 
                                                          
59Muktiarto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2008), h. 29 
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 Adapun tugas-tugas pokok hakim di pengadilan agama adalah sebagai 
berikut: 
a) Membantu mencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1970) 
b) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat (2) UU. No. 14 tahun 
1970) 
c) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (pasal 30 HIR/ pasal 154 Rbg) 
d) Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1970) 
e) Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970) 
f) Meminitur berkas perkara (pasal 183 ayat (3), pasal 186 ayat (2) HIR) 
g) Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1970) 
h) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 ayat (1) UU. No. 
14 tahun 1970) 
i) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat (1) 
UU. No. 14 tahun 1970) 
j) Mengawasi penasehat hukum.60 
3) Tugas Non Yudisial 
Selain tugas pokok sebagai tugas justisial tersebut, hakim juga mempunyai 
tugas non justisial yaitu sebagai berikut: 
a) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang 
b) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal 
c) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan 
d) Memberikan penyuluhan hukum 
e) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah 
f) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya61 
                                                          




Sedangkan fungsi hakim adalah menyelenggarakan peradilan atau 
mengadili dan menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan 
dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang 
berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari 
kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah 
dilakukan oleh terdakwah, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang 
perbuatan terdakwa. Artinya hakim mengejar kebenaran materiil secara mutlak 
dan tuntas. 
Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya 
terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan 
menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan 
tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk mewujudkan fungsi dan 
tugas tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan 
harus bersifat non politis serta non pertisan. Peradilan dilakukan sesuai standar 
profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa pertimbangan-
pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak. Di sini terlihat 
intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan 
dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat 
pada proses pemeriksaan perkara apakah masih terdapat pelanggaran pelanggaran 
dalam teknis yustisial atau tidak. 
4) Wewenang Hakim Pengadilan Agama 
Meurut ketentuan pasal 49 ayat (1) ‚Pengadilan bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama 
orang- orang yang beragama Islam dalam bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, 
                                                                                                                                                               




wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) waqaf dan 
sadaqah. 62 
Adapun kekuasaan hakim dalam bidang kewarisan meliputi hal-hal 
sebagai berikut: 
a) Penentuan yang menjadi ahli waris 
b) Penentuan harta peninggalan (al-tirkah) 
c) Penentuan bagian-bagian ahli waris  
d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.63 
Adapun tugas dan wewenang hakim pengadilan agama menurut 
UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 yaitu sebagai berikut: 
a) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang 
diajukan kepadanya (pasal 10 ayat (1) UU. No. 48 tahun 2009). 
b) Pengadilan atau hakim mengadili menurut hukum dengan tidak 
membedabedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU. No. 48 tahun 2009). 
c) Dalam perkara perdata, pengadilan atau hakim membantu para pencari 
keadilan (justitiabelen) dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU. No. 48 tahun 2009). 
d) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat (1) UU. 
No. 48 tahun 2009). Sebabnya tidak boleh menolak suatu perkara karena 
                                                          
62A. Intan Cahyani, Problematika Penerapan Produk Pemikiran Hukum Islam Sebelum 
Dan Sesudah Lahirnya UU. No. 7 Tahun 1989(Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), 
h. 53. 
63Hasan Basri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Cet.I; Bandung: 
Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 132. 
58 
 
hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari 
keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikata hakim tidak 
menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk 
memutus perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan 
bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
e) Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 
ayat (1) UU. No. 48 tahun 2009). Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa 
ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. 
f) Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan 
atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut 
(pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg).  
Menurut Roihan A Rasyid tugas dan wewenang hakim pengadilan agama 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
a) Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, 
sadaqah dan ekonomi syaria’ah serta tugas dam kewenangan lain yang 
diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Dasar. 
b) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, mengadili 
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antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya, dan tugas serta kewenangan 
lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Dasar.64 
c) Mahkamah Syar’iyyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang akhwāl al-syakhsiyyah, muamalah dan jinayah. 
d) Mahkamah Syar’iyyah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang 
menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyyah dalam tingkat banding, mengadili 
ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan, mengadili antara 
Mahkamah Syar’iyyah di Nangroe Aceh Darussalam. 
 
B. Kerangka Konseptual 
Tesis ini akan meneliti secara cermat analisa hakim pengadilan tinggi agama 
Makassar terhadap pasal-pasal kewarisan didalam Kompilasi Hukum Islam 
sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan 
kelompok żawū al-arhām, dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Pertama, Al-Qur’an dan al-Sunnah adalah sumber utama hukum Islam, tidak 
terkecuali dalam hal pembagian warisan dimana Al-Qur-an dalam surah al-Nisa 
menjelaskan secara terperinci perihal hukum kewarisan didalam Islam, kemudian 
diperjelas kembali dalam hadis Nabi baik perkataan Nabi maupun yurisprudensi 
putusan peradilan dizaman Nabi. Hal-hal yang berkembang selanjutnya dalam 
ranah ijtihadiyah masalah kewarisan dapat juga merujuk pada ijtihad ulama fiqih 
dalam kitab-kitab fikih, yang juga merupakan rujukan utama dalam merumuskan 
KHI sebagai panduan fikih Indonesia. 
                                                          




 Kedua, Untuk mencegah disparitas putusan peradilan khususnya di 
peradilan agama, maka disusunlah KHI sebagai hukum materil dalam ruang 
lingkup Pengadilan Agama, oleh karena itu pembahasan tentang pasal-pasal KHI 
dan kedudukannya dalam perspektif Hakim Pengadilan Agama terus relevan 
dalam kajian Hukum di Indonesia, termasuk dalam masalah kewarisan. 
 Ketiga, Zawū al-arhām adalah kelompok lapis ketiga dalam hubungan 
kekeluargaan setelah żawū al-furud atau aṣabah, Kewarisan Zawū al-arhām 
dalam belum diakomodir secara menyeluruh didalam KHI, Oleh karena itu 
diperlukan kajian tentang pandangan para Hakim Agama dalam menyelesaikan 
kasus Zawū al-arhām, dalam kaitannya  dengan hukum materil yang sudah ada 
dalam KHI. 
 Keempat, Yurisprudensi pengadilan agama tentang kewarisan Zawū al-
arhām , adalah bahan kajian utama untuk mengetahui sejauhmana para Hakim 
Pengadilan dalam mengimplementasikan pasal-pasal kewarisan dalam KHI, serta 
implikasi pasal-pasal KHI dalam putusan pengadilan. 
 Kelima, Dengan demikian diharapkan ada temuan formulasi hukum yang 
tepat dan efektif dalam menangani masalah kewarisan Zawū al-arhām, sehingga 
dapat mencegah kekosongan hukum serta disparitas hukum, khususnya dalam 
perkara kewarisan Zawū al-arhām. 
Berdasarkan bangunan paradigma berfikir yang dijabarkan secara umum 
di atas, maka penulis dalam kerangka pikir tesis sebagai acuan dalam melakukan 

































Pasal-pasal Kewarisan didalam 
KHI 
KEWARISAN ŻAWU AL-ARḤĀM 




BAB  III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian field research kualitatif karena 
penelitian ini bertujuan untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat 
terkait dengan sikap, peran, persepsi, psikologi masyarakat secara alami. Menurut 
Bogdan dan taylor sebagaimana yang yang dikutip Lexy J Moleong yang dikutip 
kembali oleh Aji Damanuri, M.E.I dalam bukunya yang berjudul Metodologi 
Penelitian Mu’amalah yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.65Sejalan dengan 
definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong mendefenisikan bahwa 
penelitian kualitatif adalah tradisi mental bergantung dari pengaturan pada 
manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.66 
 Berdasarkan definisi penelitian di atas, maka penelitian ini akan 




                                                          
65Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN PRESS 
PONOROGO, 2010), h. 23 
66Lexy J. Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif, edisi revisi  (Cet. XXXI; Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.  4 
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2. Lokasi penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang 
beralamat di jalan Andi Pangeran Pettarani, No.66 Makassar.Pengadilan Tinggi 
Agama Makassar mewilayahi 24 Kabupaten/ Kota Madya sesuai wilayah 
pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. 
 Asalan memilih tempat ini karena ditemukan dalam Asalan memilih 
tempat ini karena bagi peneliti lokasi penelitian ini sangat mudah dijangkau 
karena terletak di tengah kota Makassar, disamping itu peneliti menemukan dalam 
direktori putusan PTA Makassar beberapa kasus penyelesaian sengketa warisan 
dengan menjadikan sebab żawū al-arḥam menjadi salah satu alasan mendapatkan 
warisan. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai 
berikut: 
1. Pendekatan Teologis Normatif 
 Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kehidupan beragama 
atau pelaksanaan norma-norma agama yang menjadi salah satu bagian dari 
pemenuhan hak-hak warisan keluarga berlandaskan pada al-Qur’an dan 
Hadis.Sebagaimana lazimnya dalam penelitian normatif dengan pendekatan 
hukum Islam harus merujuk pada al-Qur’an, al-Hadis dan kitab-kitab 
fikih(pendapat para ulama).67Sehingga penulis menjadikan pendekatan teologis 
sebagai salah satu pendekatan didalam penelitian ini. 
2. Pendekatan Yuridis Formal 
                                                          
67Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, h. 48 
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 Penulis menggunakan pendekatan yuridis dengan modus operasi ilmu 
hukum, yang sasarannya adalah pada segi interpretasi pasal-pasal Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) yang bersinggungan dengan kelompok dzawil arham dan 
menelaah yurisprudensi PTA Makassar. Dengan pendekatan yuridis tersebut, 
maka akan diketahui penyelesaian kewarisan dzawil arham menurut perspektif 
hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat 
 
C. Sumber Data 
 Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.68Adapun data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut S. 
Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari tempat 
penelitian.69Adapun data primer yang dimaksud oleh penulis berupa hasil 
wawancara secara mendalam dengan informan dan tindakan yang merupakan 
hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti.70 
 Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah tiga hakim tinggi 
pengadilan agama yang terdapat pada pengadilan tinggi agama Makassar, yaitu; 
1. Drs. Abd munir S, S.H. 
2. Drs. Mame Safadal, M.H. 
3. Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H. 
 Sedang data sekunder yurisprudensi PTA Makassar dan Surat Kamar 
Peradilan Agama Makassar. 
                                                          
68Suharsimi Arikunto, Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek  (Cet. XI; Jakarta: 
Rineka Cipta, 1998), h.  114. 
69Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h.  157. 
70Muhammad Tolchah hasan, et al., Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan 





D. Metode Pengumpulan Data 
 Metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah 
sebagai berikut: 
1. Wawancara 
 Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitif adalah yang 
berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan.Untuk 
mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan wawancara.Teknik 
wawancara ini merupakan teknik yang banyak digunakan dalam penelitian 
kualitatif.71Esteberg yang dikutip oleh Sugiyono menerangkan bahwa wawancara 
dibedakan dalam tiga bentuk yaitu wawancara terstruktur (bentuk pedoman 
wawancara yang disusun secara terperinci mengenai hal hal yang ingin 
ditanyakan), wawancara semiterstruktur (dalam pelaksanaan lebih bebas bila 
dibandingkan dengan wawancara terstruktur) dan tidak terstruktur (bentuk 
pedoman wawancara yang digunakan tidak tersusun secara sistematis, tapi hanya 
menurut pokok- pokok pikiran yang ditanyakan).72Adapun yang digunakan oleh 
peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, karena peneliti hanya ingin 
menanyakan pokok-pokok pikiran saja, namun terfokus pada analisa hakim 
terhadap kompilasi hukum Islam tentang kewarisan żawū al-arḥāmdan 
impikasinya ditengah-tengah masyarakat. 
2. Observasi Non Partisipasi 
                                                          
71Muhammad Tolchah hasan, et al., Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan 
Praktis  (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h.  126-127. 
72Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.  319-320. 
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 Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 
berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar.Observasi 
dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.73Dalam 
penelitian ini, yang diobservasi adalah bagaimana analisa hakim pengadilan tinggi 
agama Makassar terhadap pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan 
dengan kewarisan żawū al-arhām.Peneliti menggunakan observasi non partisipan 
yaitu sedapat mungkin tidak terlibat dalam aktivitas di pengadilan tinggi agama 
Makassar.Penulis memilih observasi non partisipasi agar dapat lebih netral dalam 
mengolah data tentang analisa hakim pengadilan tinggi agama Makassar tentang 
kasus kewarisan żawū al-arhām. 
E. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah suatu usaha aktif baik suatu badan atau lembaga 
dengan menyajikan hasil pengolahan bahan-bahan dokumen yang bermanfaat bagi 
badan atau lembaga yang mengadakan.Dokumen ini digunakan untuk 
memperoleh data mengenai hal-hal yang berkaitan sejarah singkat tempat meneliti 
dan lain-lain. 
F. Instrumen Penelitian 
 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati.74  Dalam penelitian ini penulis 
mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul tesis dengan menggunakan 
instrumen  atau alat penelitian sebagai berikut: 
 
 
                                                          
73Muhammad Tolchah hasan, et al., Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan 
Praktis, h. 131. 
74Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.  148. 
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1. Pedoman Wawancara 
 Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan dalam 
melakukan wawancara dengan sumber data.Sugiyono menerangkan bahwa 
pedoman ini dibedakan dalam dua bentuk yaitu wawancara terstruktur (bentuk 
pedoman wawancara yang disusun secara terperinci mengenai hal hal yang ingin 
ditanyakan) dan tidak terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang hanya 
menurut pokok- pokok pikiran yang ditanyakan).75Adapun pedoman wawancara 
yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur karena peneliti hanya 
ingin menanyakan pokok-pokok pikiran saja, namun terfokus pada pasal-pasal 
Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan kewarisan żawū al-arḥāmdan 
kasus-kasus kewarisan żawū al-arhām. 
2. Pedoman Observasi 
 Mulyasa memberi pengertian bahwa pedoman observasi adalah 
instrument untuk mengadakan pengamatan terhadap aktivitas dan kreativitas 
peserta didik dalam pembelajaran, baik itu dalam kelas maupun di luar kelas.76 
Pedoman ini digunakan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti 
menggunakan observasi non partisipan yaitu sedapat mungkin tidak terlibat dalam 
aktivitas di pengadilan tinggi agama Makassar.Penulis memilih observasi non 
partisipasi agar dapat lebih netral dalam mengolah data tentang analisa hakim 




                                                          
75Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 194-197. 
76E. Mulyasa, Praktik Penulisan Tindakan Kelas, Menciptakan Perbaikan 
Berkesinambungan (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 69. 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Setelah mendapatkan data- data dari sumber data primer dan sekunder 
selama masa penelitian, maka selanjutnya data- data tersebut dikumpulkan untuk 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. 
Analisis data adalah suatu fase  penelitian yang sangat penting, karena 
melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang 
dilakukannya. Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian- bagian 
sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas 
dan karenanya bisa lebih terang ditangkap maknanya.77 
 
Ada tiga tahapan dalam analisis data ini yaitu sebagai berikut: 
1. Reduksi Data (Data Reduction) adalah proses memilih, menyederhanakan, 
memfokuskan, mengabstraksi dan mengubah data kasar yang muncul dari 
catatan catatan lapangan.78  Dalam tahap ini data kasar yang diperoleh di 
lapangan dipilih dan dikumpulkan agar data lebih sederhana dan mudah 
untuk diolah 
2. Penyajian Data (Data Display) adalah suatu cara merangkai data dalam 
suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau 
tindakan yang diusulkan. 79 Pada tahap ini data yang telah direduksi dipilih 
                                                          
77Djam’an Satori, et al., Metodologi Penulisan Kualitatif   (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 
2010), h.  97. 
78Muhammad Ali dalam Yulmiati, Penerapan Strategi Pembelajaran Multiple 
Intelligences dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik pada SD Islam Terpadu 
Wihdatul Ummah Makassar  (Tesis: Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012). h.  
79. 
79Muhammad Ali dalam Yulmiati, Penerapan Strategi Pembelajaran Multiple 
Intelligences dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik pada SD Islam Terpadu 
Wihdatul Ummah Makassar. h.  79. 
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kembali sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kemudian 
mengorganisasikannya untuk memudahkan penarikan kesimpulan. 
3. Verifikasi Data atau penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. 
Kesimpulan dalam penulisan kualitatif menjadi saripati jawaban rumusan 
masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga 
bagi praktik dan pengembangan ilmu.80 
Bagian ini merupakan bagian akhir analisis data yang akan memunculkan 
kesimpulan- kesimpulan yang akurat dan mendalam dari data hasil penelitian 
sesuai dengan rumusan masalah. 
 
H. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam sebuah buku Metodologi Penulisan Kualitatif, disebutkan beberapa 
jenis pengujian keabsahan data dalam penelitian yaitu sebagai berikut:  
1. Kredibilitas 
Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang 
menggambarkan kecocokan konsep penulis dengan hasil penulisan.Kredibilitas 
(derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber. 
2. Defendabilitas 
Defendabilitas atau kebergantungan disebut juga audit menunjukkan 
bahwa penulisan memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan 
stabilitas data. 
                                                          
80Muhammad Ali dalam Yulmiati, Penerapan Strategi Pembelajaran Multiple 
Intelligences dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik pada SD Islam Terpadu 
Wihdatul Ummah Makassar, h.  80. 
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Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. 
Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, maka 
penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Audit dilakukan oleh 
independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penulis 
dalam melakukan penelitian. 
3. Konfirmabilitas 
Konfirmabilitas atau kepastian adalah data yang diperoleh dapat dilacak 
kebenarannya dan sumber informannya jelas. Dalam praktiknya, konsep 
konfirmabilitas dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang 
atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/ tempat 
kejadian sebagai bentuk konfirmasi. 
4. Transperebilitas 
Transprebilitas atau keteralihan berkenaan dengan derajat akurasi, apakah 
hasil penulisan dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana 
sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik 
yang hampir sama.81 
Pengujian keabsahan data ini penting agar dapat dipastikan bahwa data 
hasil penelitian yang disimpulkan benar adanya dan dapat dipertanggung 





                                                          
81Djam’an Satori, et al., Metodologi Penulisan Kualitatif , h.  164- 167. 
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BAB  IV 
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA  MAKASSAR 
TERHADAP KEWARISAN ŻAWU AL-ARḤĀM DITINJAU DARI 
KOMPILASI HUKUM ISLAM 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil dan Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
a. Dasar Hukum 
Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (L.N. 
Tahun 1957 Nomor 79) Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dahulu disebut 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Propinsi, tidak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, sehingga antara satu wilayah Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syari’ah dan wilayah lainnya berbeda dan tidak mencerminkan 
eksistensi peradilan yang seragam dan mandiri. 
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, 
maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Propinsi yang berkedudukan di 
Makassar telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 45 Tahun 1957 maka pada hari 
Rabu tanggal 27 Agustus 1958 Menteri Agama RI melantik dan mengambil 
sumpah K.H. Ahmad Bone sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah 
Syari’ah Propinsi di Makassar yang pada waktu itu wilayah hukumnya meliputi: 
Sulawesi,Maluku dan Irian Jaya (Irian Barat). 
Kemudian pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Agama 
Nomor 95 Tahun 1983, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah 
Syari’ah Makassar yang mewilayahi Indonesia Timur (terdiri dari 55 Pengadilan 
Agama/ Mahkamah Syari’ah) diperkecil  wilayah hukumnya hanya meliputi 
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Sulawesi Selatan dan Tenggara yang terdiri dari 27 Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syari’ah. 
Dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 434 Tahun 1995 
tentang pembentukan Sekretariat Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang serta 
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA 0110/SK/1996 tentang Tata 
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang, 
maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar yurisdiksinya hanya mewilayahi 23 
Kabupaten/ Kota Madya sesuai wilayah pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi 
Sulawesi Selatan. 
Kemudian pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 
179 Tahun 2000, Pengadilan Agama Masamba dibentuk sehingga Pengadilan 
Tinggi Agama Makassar yurisdiksinya bertambah menjadi mewilayahi 24 
Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya 23 Pengadilan Agama.82 
b. Sejarah dan Pembentukan 
1) Masa Sebelum Penjajahan 
Pada pemerintahan Raja Gowa III (1637-1653) yang bernama Sultan 
Malikus Saleh dibentuk semacam Pengadilan Tinggi Agama, dimana kepalanya 
diberi gelar Parewa Syara’ (Pejabat Syari’at) dan bawahannya disebut IMAM dan 
dibantu oleh seorang Khatib dan seorang Bilal. 
Pada tahun 1611 Kerajaan Bone menerima agama Islam sebagai agama 
resmi dan Raja adalah penghulu tertinggi  (Syaikhul Islam). Parewa Syara’ 
bertugas sebagai aparat pelayanan bagi masyarakat Islam, seperti pelaksanaan 
ibadat, upacara keagamaan , pembinaan dan perawatan bangunan keagamaan, 
                                                          
82Pengadilan Tinggi Agama Makassar, “Profil Pengadilan Tinggi Agama Makassar”, 





melayani upacara pernikahan, kematian dan menyelesaikan perkara-perkara 
kewarisan. 
 Parewa Syara’ mendapat nafkah dari zakat fitrah, zakat harta , sedekah 
Iedul Fitri dan Iedul Adha, penyelenggaraan mayat, kenduri kerajaan dan 
pernikahan. 
2) Masa Penjajahan Belanda dan Jepang 
Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang Parewa Syara’ tidak 
mengalami perubahan sekalipun Kerajaan Bone dan Gowa telah ditaklukkan oleh 
Belanda dan Jepang, penyelesaian masalah perceraian dan kewarisan tetap 
ditangani oleh Parewa Syara’. 
3) Masa Kemerdekaan    
Pada tahun 1957 Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 
45 tahun 1957 Lembaran Negara No. 99 tentang Pembentukan Mahkamah 
Syari’ah di luar Jawa dan Madura, Kalimantan serta sebagian Kalimantan Timur. 
Pada tahun 1958 Menteri Agama menetapkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 
5 tahun 1958 tentang pembentukan beberapa Mahkamah Syari’ah antara lain 
Mahkamah Syari’ah Propinsi di Makassar yang wilayah hukumnya meliputi 
Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian 
Jaya. 
4) Masa berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 
Setelah Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 berlaku secara efektif pada 
tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, 
maka Mahkamah Syari’ah Propinsi di Makassar berangsur-angsur dikurangi 
wilayah hukumnya hanya meliputi Sulawesi-Selatan dan Tenggara saja, dan 




5) Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 
Pengadilan Tinggi Agama Ujungpandang  dikembangkan lagi menjadi dua 
Pengadilan Tinggi Agama , yakni Pengadilan Tinggi Agama Ujungpandang dan 
Pengadilan Tinggi Agama Kendari berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 tahun 
1995, jadi Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang hanya mewilayahi Sulawesi 
Selatan saja dan  Pengadilan Tinggi Agama Kendari mewilayahi Sulawesi 
Tenggara. 
6) Masa Sekarang 
Dengan berubahnya nama Kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar 
pada tahun 2000, maka secara otomatis Pengadilan Tinggi Agama Ujungpandang 
berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.  Dan pada tanggal 30 Juni 
2004 Pengadilan Tinggi Agama Makassar berada di bawah naungan Mahkamah 
Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan 
Umum dan Peradilan tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah 
Agung yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2004 yang sebelumnya berada di 
bawah naungan Departemen Agama RI. 
Berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2004 telah terbentuk 
propinsi baru di Sulawesi yakni Sulawesi Barat yang memiliki 5 wilyah 
kabupaten. Dengan terbentuknya propinsi baru tersebut, maka Pengadilan Agama 
yakni : PA Polewali, PA Mamuju, dan PA Majene masuk menjadi wilayah 
Sulawesi Barat. Dengan belum terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi 
75 
 
Barat maka hingga sekarang ke-3 Pengadilan Agama tersebut masih termasuk 
wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.83 
7) Ketua PTA Makassar 
Berikut ini nama ketua PTA Makassar dari masa ke masa; 
a) K.H. S. AHMAD BONE (1958-1962) 
b) K.H MUHAMMAD JUNAID (1962- 19630 
c) K.H S. ALWI AL-AHDAL (1964-1970) 
d) Drs. H. MUH. YA'LA THAHIR (1971_1976) 
e) K.H. MUH SALEH THAHA (1976-1984) 
f) K.H. CHALID HUSAIN (1984 - 1986) 
g) Drs. MUH. ERSJAD, S.H (1987-1991) 
h) Drs. H. ZULKIFLI RAHMAN (1991-1992) 
i) Drs. H. ABDUL KADIR (1992 - 1996) 
j) Drs. H. A. SYAMSU ALAM, S.H(1996-2000) 
k) Drs. H. A. NAWAWI ALI, S.H (2001-2002) 
l) Drs. H. M. JUZMI HAKIM S.H. (2002 - 2005) 
m) Drs. H.M THAHIR HASAN (2006-2010) 
n) Drs. H.M.HASAN H. MUHAMMAD, S.H,M.H (2010 -  2012) 
o) Drs. H.ALIMIN PATAWARI, S.H,M.H (2012 -  2014) 
p) Drs. H.M.HASAN BISRI, S.H,M.HUM (2014 -  2016) 
q) H. HELMY BAKRI, S.H,M.H (2016 -  2017) 
 
 
                                                          
83Pengadilan Tinggi Agama Makassar, “Sejarah dan Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Agama Makassar”, Official Website Pengadilan Tinggi Agama Makassar, http://www.pta-

































2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
Visi Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengacu pada visi Mahkamah 
Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, 
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. 
Untuk  mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut : 
a. Peningkatan pelayanan tupoksi Pengadilan Agama dengan cepat dan tepat 
b. Memberikan pelayanan berbasis kompetensi (keahlian) dalam memberikan 
pelayanan 
c. Mewujudkan adanya jaminan proses, kepastian hukum, serta perlakuan yang 
adil bagi pencari keadilan 
d. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara dan putusan; 
e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan84 
 
3. Tugas Pokok dan Fungsi 
Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara 
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. 
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-
perkara: 
a.    Perkawinan; 
b.    Waris; 
c.    Wasiat; 
                                                          
84Pengadilan Tinggi Agama Makassar, “Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar”, Official Website Pengadilan Tinggi Agama Makassar, http://www.pta-




d.    Hibah; 
e.    Wakaf; 
f.    Zakat; 
g.    Infaq; 
h.    Shadaqah; dan 
i.    Ekonomi Syari'ah. 
Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 
2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian 
rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan 
lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh 
Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang 
yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan 
Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama 
mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 
1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat 
mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.Di 
samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula 
kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum 
Islam 
Di samping itu, Pengadilan TInggi Agama juga bertugas dan berwenang 
mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar 
Pengadilan Agama di daerah hukumnya. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding. 
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan 
administrasi peradilan lainnya. 
c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam 
pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana 
diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. 
d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, 
Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya. 
e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan 
Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 
sewajarnya. 
f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan 
Pengadilan Tinggi Agama dan Penagdilan Agama. 
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan 
sebagainya.85 
 
B. Implementasi Pasal-Pasal Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 
terhadap Kewarisan żawū al-arhām di Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
Implementasi pasal-pasal kewarisan dalam KHI terhadap kewarisan 
kelompok żawū al-arhām dapat diketahui melalui analisis putusan PTA Makassar, 
Dalam interval waktu 3 tahun antara 2014-2017 penulis menemukan 3 putusan 
                                                          
85Pengadilan Tinggi Agama Makassar, “Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Tinggi 
Agama Makassar”, Official Website Pengadilan Tinggi Agama Makassar, http://www.pta-
makassarkota.go.id/ , (10 Januari 2018). 
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Pengadilan Tinggi Agama Makassaar yang berkaitan  dengan żawū al-arhām, 
sebagia berikut; 
1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
No43/Pdt.G/2016/PTA.mks  
a. Gambaran umum kasus sebagai berikut: 
1) Seorang meninggal sebagai kalalah tidak memiliki keturunan kebawah 
dan kedua orang tua dan seterusnya keatas juga sudah tidak ada, ahli waris 
yang hidup hanya 1 orang yaitu saudari perempuan , sisanya dari golongan 
żawū al-arhām yaitu kemanakan-kemanakan pewaris. 
2) Saudari perempuan mendapatkan ½ dari harta warisan,wasiat wajibah 
sebesar 1/3 bagian diberikan kepada salah satu kemanakan sebagai bagian 
dari żawū al-arhāmsekaligus yang berjasa merawatpewaris semasa 
hidupnya. 
3) Sisa harta 1/6  dibagi rata secara rad kepada saudari perempuan dan  
kemanakan yang mendapatkan wasiat wajibah sebelumnya. 
4) Putusan No43/Pdt.G/2016/PTA.mks oleh Majelis Hakim; Dra. Hj. Ummi 
Salam, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjimma, 
S.H. dan H. Helminizami, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota dan dibantu 
oleh Hj. St. Hajar., S.H. 
5) Kasus ini adalah perkara banding dari putusan Pengadilan Agama 

















Vol Penyelesaian Faraid Umum  6 6 Saham 
1 Saudara Pr  1/2 3 3 + 1 = 4 
1 Anak Angkat (Anak  Pr dari Saudara )  1/3 2 2 
3 Anak  Pr dari Saudara  x 0 0 
 Radd  1 - 




























vol Penyelesaian KHI  3 9 Saham 
2 
Saudara Pr (3 Anak Pr dari Saudara Lk) 2/3 1 3 
3 Anak Pr dari Saudara Lk 1 3x1 = 3 
1 
Anak Angkat (anak Pr dari Saudara Lk) 1/3 1 3 
 
Total  3 9 
 
Vol Ijtihad Hakim PTA  6 12 12 
1 
Saudara Pr 1/2 3 6  6 + 1 =7 
1 
Anak Angkat (Anak Pr dari Saudara 
Lk) 
1/3 2 4 4 + 1= 5 
 
Anak Pr dari Saudara Lk x 0 0 0 
 
RADD  1 2 0 
 
Total  6 12 12 
 
b. Implementasi pasal-pasal kewarisan KHI dalam kasus ini 
1) Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat berdasarkan pasal 209 KHI 
ayat 2: 
“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”86 
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Anak angkat yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak mesti anak 
angkat yang sah secara hukum, bisa juga bermakna yang dianggap anak 
angkat atau yang berjasa kepada pewaris selama hidupnya.Menurut Drs. 
H. Abd Munir S, S.H. salah seorang hakim tinggi di PTA Makassar, 
bahwa seseorang bisa dianggap menjadi anak angkat pewaris jika 
memiliki kedekatan, sudah banyak berjasa, atau ada prestasi yang 
dilakukan, seperti merawat pewaris selama hidupnya.87 
2) Wasiat wajibah diberikan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, 
pemberian wasiat wajibah  sudah berjalan sesuai pasal 209 ayat 2KHI, 
yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, namun dalam kasus iniżawū al-
arhām mendapat tambahan rad atau sisa harta yang belum terbagi, 
sehingga żawū arhām memperoleh harta warisan dari 2 jalur yang 
berbeda.  
3) Pembagian radkepada żawū al-arhāmdalam kasus ini mengikuti tata cara 
rad kepada żawū al-furud dalam KHI, yaitu dengan cara pembagian 
berimbang,sebagaimana pasal 193 KHI: 
“Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris dzawil 
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka 
penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta 
warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-
masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”88 
Metodepembagian secara berimbang seperti ini juga dikenal 




                                                          
87Abd Munir S(63 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 15 Januari 2018 
88Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.59 
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2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar  
No.45/Pdt.G/2015/PTA.mks 
a. Gambaran umum kasusnya sebagai berikut: 
1) Seoranglaki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri dan 
seorang saudari perempuan, ditambah 4 orang dari kelompok żawū al-
arhām yaitu  kemanakanpewaris dari saudara laki-laki pewaris yang telah 
lebih dahulu meninggal dunia. 
2) Istri meperoleh ¼ bagian dari harta murni pewaris setelah terlebih dahulu 
mendapatkan ½ bagian dari harta bersama sebagai pasangan suami-istri, 
saudari perempuan mendapatkan ½ bagian dari harta murni pewaris, 
sisanya ¼ bagian kepada żawū al-arhām sebagai ahli waris pengganti 
karena orang tua mereka meninggal lebih dahuludari pada pewaris, yang 
diberikan kepada 4 orang kemanakan dengan cara pembagian seimbang. 
3) Putusan No45/Pdt.G/2015/PTA.mks oleh Majelis Hakim; Drs. H.A. 
Ahmad As’ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir, S, S.H. 
dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Anggota dan sibantu oleh Drs. 
Ahmad Anas sebagai panitera pengganti PTA Makassar.  

















Vol Penyelesaian Faraid Umum 
& Hakim PTA Makassar 
 4 16 
1 Istri 1/4 1 4 
1 Saudara Pr 1/2 2 8 
4 Anak dari Saudara Lk2 1/4 (wasiat 
Wajibah) 
1 1x4 =4 
 
Total  4 16 
 
Vol Penyelesaian KHI  12 12 
1 Istri 1/4 3 3 
2 Saudara Pr 2/3 4 4 + 1=5 
 4 Anak dari Saudara Lk2 1x4=4 4 
 


























b. Implementasi pasal-pasal kewarisan KHI dalam kasus ini 
1) żawū al-arhām dalam kasus ini berkedudukan sebagai ahli waris 
pengganti, menggantikan orang tua mereka yang meninggal terlebih 
dahulu dari pewaris, orang tua mereka adalah saudara kandung dari 
pewaris, hal ini diatur dalam KHI pasal 185 ayat 1: 
“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”89 
 
2) Pembagian warisan menggunakan kepada ahli waris pengganti 
menggunakan metode ahlual-qarabah sebagaimana pembagian pada 
wasiat wajibah pasal 193 KHI. 
3) Harta bersama diatur pada Buku I KHI tentang perkawinan,Pasal 96 Ayat 
1: 
“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama”90 
  
Harta bersama suami-istri dipisahkan terlebih dahulu sebelum 
pembagian warisan , umumnya sebanyak ½ dari keseluruhan harta. 
 
3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
No.70/Pdt.G/2014/PTA.Mks. 
a. Gambaran umum kasusnya sebagai berikut: 
1) Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan dua ahli waris, yaitu 2 
orang saudara perempuan, kemudian meninggalkan 10 kemanakan sebagai 
żawū al-arhām  4 diantaranya adalah anak-anak dari saudari perempuan, 
sedangkan 6 lagi adalah anak-anak dari saudara laki-laki. 
                                                          
89Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.57. 
90Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.30. 
89 
 
2) Dua orang saudari perempuan mendapatkan 2/3 dari harta warisan 
sedangkan sisanya 1/3 adalah wasiat wajibahyang dibagikan kepada 
kemanakan-kemanakan dengan skema pembagian 2:1 sesuai kedudukan 
orang tuanya. 
3) Putusan No70/Pdt.G/2014/PTA.mks oleh Majelis Hakim; Drs. H. 
Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H., dan Drs. 
H. Amiruddin Tjiama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan 
dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H. Sebagai Panitera Pengganti PTA 
Makassar. 
4) Kasus ini adalah perkara banding dari putusan Pengadilan Agama 



































Vol Penyelesaian Faraid 
Umum 
1 3 27 
2 Saudara Pr 2/3 2 9x2 =18 
9 2 Anak Lk dari Saudari Pr  






   3 27 
 
Vol Penyelesaian KHI  3 12 12 
4 Saudara Pr 
(2 Anak Lk dari Saudari Pr  
7 Anak Pr dari Saudara Lk & 
Pr) 
2/3 2 2x4 =8 3x4=12 
 RADD 1/3  
 
1 4 - 




Vol Ijtihad Hakim PTA 1 3 33 
2 Saudara Pr 2/3 2 11x2 =22 
11 2 Anak Lk dari Saudari Pr  








Anak lk 2 
Anak Pr 1 
   3 27 
 
b. Implementasi pasal-pasal kewarisan KHI dalam kasus ini 
1) Wasiat wajibah diberikan maksimal 1/3 dari harta peninggalan, 
berdasarkan pasal 209 KHI ayat 2: 
“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”91 
Wasiat wajibah dalam KHI hanya ditujukan pada anak angkat atau 
yang berfungsi sebagai anak angkat, sehingga putusan Majelis Hakim 
memberikan wasiat wajibah bukan berlandaskan KHI, tetapi 
berdasarkanfikih kontemporer tentang warisan , utamanya yang diterapkan 
diberapa negara Islam timur tengah seperti Mesir dan Suria, Dimana 
                                                          
91Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.64 
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wasiat wajibah diperuntukkan kepada kerabat sedarah yang tidak 
memperoleh hak warismya karena terhalang atau terhijab.92 
2) Pembagian wasiat wajibah mengikuti cara pembagian ahli waris penggati 
dalam KHI dimana bagian pengganti mengikuti porsi yang digantikan, 
dengan skema 2:1 perbandingan antara laki-laki dan perempuan,  pasal 
185 : 
Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 
kedudukannya dapat digantikanoleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam Pasal 173.  
Metode seperti ini yang digunakan dalam pembagian untuk  żawū al-
arhām yang dikenal dengan metodeahlu tanzil . 
 
Komentar dan Pendapat Penulis: 
 Pasal-pasal kewarisan dalam KHI tetap menjadi rujukan para hakim dalam 
memutuskan perkara kewarisan żawū al-arhām, khususnya pasal 185 ayat 1 KHI  
tentang ahliwaris pengganti, Pasal 209 ayat 2 KHI tentang wasat wajibah terhadap 
anak angkat dan pasal 193 KHI tentang rad. Namun tidak ada pasal khusus secara 
eksplisit mengatur kewarisan żawū al-arhām,bahkan cenderung KHI menafikan 
kewarisan żawū al-arhām, sebagaimana yang tersirat dalam pasal 191 KHI 
tentang kewarisan kalalah, dimana bait al-mal adalah lembaga penerima waris 
pada kasus pewarris tidak memiliki ahli waris sama sekali. 
 Pasal-pasal KHI diatas belum mampu menyelesaikan masalah kewarisan 
żawū al-arhām secara komprehensip, para hakim masih berbeda dalam 
menginterpretasi pasal-pasal tersebut, sehingga ditemukan dari putusan PTA 
Makassar beberapa kontradiksi antar pasal KHI diantaranya; 
                                                          
92Fahmi Al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam 
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) h.82. 
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a. Pemberian żawū al-arhām yang berposisi sebagai anak angkat lebih 
dari 1/3 harta warisan yang diambil dari jalur wasiat wajibah dan rad 
disaat masih adanya ahli waris żawū al-furud. 
b.  Penerapan wasiat wajibah tidak sepenuhnya berdasarkan KHI, dimana 
KHI hanya mengatur wasiat wajibah kepada anak angkat saja. 
c. Penerapan metode pembagian warisan kepada kelompok żawū al-
arhām yang tidak konsisten, dimana terdapat dua metode pembagian 
warisan, yaitu metode pembagian berimbang yang mengikuti 
pembagian ahli qarabah sebagaimana diatur pada pasal 193 KHI 
tentang rad, dan metode pembagian mengikuti metode ahli tanzil 
sebagaimana diatur dalam pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti. 
 
C. Implikasi Pasal-Pasal Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap 
Kewarisan żawū al-arhām di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 
Walaupun kewarisan żawū al-arhām tidak diatur secara eksplisit dalam KHI, 
namun kedudukan KHI sebagai pedoman para hakim agama untuk memutuskan 
perkara-perkara kewarisan Islam tetap memiliki implikasi terhadap kewarisan 
kelompok żawū al-arhām. Berikut diantarabeberapa implikasi pada putusan PTA 
Makassar; 
1. Kedudukan żawū al-arhām sebagai anak angkat pewaris atau dianggap 
anak angkat yang berjasa merawat pewaris semasa hidupnya dapat 
memperoleh wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam pasal pasal 209 
KHI ,Anak angkat menurut Drs. H. Abd Munir S, S.H. ada 2 
kemungkinan, bisa dalam arti mendapat putusan pengadilan sebagai anak 
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angkat yang sah atau anak dari kecil dirawat walaupun tidak tercatat 
dipengadilan juga bisa di kategorikan sebagai anak angkat.93 
2. Pemberian wasiat wajibah kepada salah seorang anggota dari kelompok 
żawū al-arhām dapat menghijab anggota żawū al-arhām lainnya yang 
sederajat dengannya atau yang lebih kuat darinya, baik untuk berserikat 
dalam wasiat wajibah tersebut ataupun memperoleh harta waris dari jalur 
ahliwaris pengganti, seperti pada putusan 
No43/Pdt.G/2016/PTA.mksdimana wasiat wajibah ditujukan kepada salah 
satu anggota żawū al-arhām yang dikategorikan sebagai anak angkat. 
3. Jika pembagian wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan belum 
cukup membagi semua harta, maka sisa harta kemudian dibagikan kembali 
kepada ahliwaris dan anak angkat dengan cara rad, sebagaimana putusan 
Majelis Hakim No45/Pdt.G/2015/PTA.mks, sehingga bagian anak angkat 
dalam kasus ini melebihi ketentuan maksimal dalam KHI yaitu 1/3 dari 
harta warisan. 
4. Pembagian rad kepada kelompok żawū al-arhām disaat ahli waris żawū 
al-furud masih hidup menyelisihi pasal 193  KHI : 
“Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris dzawil 
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka 
penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta 
warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-
masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”94 
5. Penggabungan antara wasiat dan rad adalah sesuatu yang tidak lazim 
dalam warisan karena seakan kontradiktif dengan hadis nabi dimana 
wasiat tidak untuk digabungkan dengan warisan: 
                                                          
93Abd Munir S(63 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 15 Januari 2018 
94Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , h.59 
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انثدح باهولادبع نب انثدحةدنج نبا شايع نع ليبحرش نب ملسم تعسم ةمامأبَأ تعسم 
الله لوسر ىلص الله هيلع ملسو لوقي  َن إ  َالله ىَطأعَأ أدَق  َلُك ي ذ    قَح  ُهَقَح  َلاَف  َةَي  صَو   ث راَو ل  
(دوادوباهاور)95 
Artinya: 
Dari Abdu al-Wahhāb bin Najdah dari Ibnu Abbās dari Syarhabīl bin 
Muslim mendengarkan langsung dari Abu Umāmah bahwasanya saya 
mendengar Nabi Bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak 
kepada setiap yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi waris." 
(HR. Abu Daud) 
Menurut Hakim Tinggi PTA Makassar, bapak Drs. H. Abd Munir S, 
S.H. bahwa rad dikembalikan ke żawū al-furudsaja, tidak kepada penerima 
wasiat wajibah.96 
Begitupula kontradiktif terhadap ambang batas maksimal sebuah 
wasiat yaitu 1/3 harta warisan, Nabi bersabda:  
نابرخأ يميمتلا يىيح نب يىيح انثدح  هيبأ نع دعس نب رماع نع باهش نبا نع دعس نب ميهاربإ
 يا تلقف تولما ىلع هنم تيفشأ عجو نم عادولا ةجح ف ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نيداع لاق
 لا لاق ليام يثلثب قدصتأفأ ةدحاو لي ةنبا لاإ نيثري لاو لام وذ ناأو عجولا نم ىرت ام نيغلب الله لوسر
97يرثك ثلثلاو ثلثلا لا لاق هرطشب قدصتأفأ تلق لاق 
Dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dari Ibrahim bin Sa’ad dari Ibnu Sihab, 
dari ‘Amir bin Sa’ad dari bapaknya bahwa Rasulullah menjenguk saya 
ketika saya sakit keras di tahun Haji Wada’. Saya berkata: “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya sakit saya sudah sangat keras sebagaimana yang 
engkau lihat, sementara saya memiliki harta yang cukup banyak, 
sedangkan yang mewarisiku hanya seorang anak perempuanku. Bolehkah 
saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya?” Beliau menjawab: “Tidak 
boleh”. Saya bertanya lagi: “Bagaimana kalau separuhnya?” Beliau 
menjawab: “Tidak boleh”. Saya bertanya lagi: “Bagaimana kalau 
sepertiganya?” Beliau menjawab: “Sepertiga dan sepertiga itu sudah 
banyak”.  
                                                          
95Sulaiman bin Asy’aṡ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud (Bairūt: Maktabah al-Maṭbū’āt al-
Islāmiyah 1994), h.870. 
96Abd Munir S(63 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 31 Januari 2018 
97Muslim Bin Hajjaj Al-Naisabury, Ṣaḥih Muslim, h.628,. 
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6. Pembagian rad dengan metode pembagian berimbang kepada żawū al-
arhām mengikuti cara pembagian ahli qarabah, tanpa membedakan 
bagian antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan rad pada 
pasal193  KHI, sebaliknya jika żawū al-arhām berposisi sebagai ahliwaris 
pengganti maka pembagian dilakukan dengan metode ahlu tanzil 
sebagaimana yang tersirat pada pasal 185 KHI tentang ahliwaris 
pengganti. 
7. Dalam kasus pewaris tidak meninggalkan ahliwaris sama sekali kecuali 
sebagian dari kelompok żawū al-arhām, maka para hakim dalam ruang 
lingkup pengadilan agama lebih memilih mengembalikan 
hartakepadażawū al-arhāmdari pada ke baitul mal dan mengabaikan KHI  
Pasal 193: 
“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli 
warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas 
putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Bait al-māl 
untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”98 
Menurut Drs. H. Abd Munir S, S.H., Posisi bait al-mal di Pengadilan 
Agama belum konkrit, beliau belum meliat fungsi bait al-mal berjalan 
sebagaimana pasal 191 KHI, sehingga faktanyażawū al-arhām lebih 
diprioritaskandaripada bait al-mal.99 
Komentar dan Pendapat Penulis: 
 Penerapan kewarisan żawū al-arhāmdalam ruang lingkup PTA Makassar 
juga berimpikasi pada pengabaian beberapa pasal dalam KHI, diantaranya; 
a. Mengabaikan pasal 193 KHI tentang rad, bahwa rad diperuntukkan 
kepada ahliwaris yang ada.  Majelis hakim memutuskan memberikan 
rad kepada żawū al-arhāmdisaat ahli warisżawū al-furud masi hidup. 
                                                          
98Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Permata Press, t.th.), h.59 
99Abd Munir S(63 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 15 Januari 2018 
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b. Mengabaikan pasal 209  ayat 2 KHI, bahwa ambang batas pemberian 
harta kepada selain ahli waris disaat sebagian ahli waris masih hidup. 
Majelis hakim memutuskan memberikan tambahan rad bersama 
dengan żawūal-furud dengan pembagian berimbang, setelah 
sebelumnya menerima wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan. 
c. Mengabaikan pasal 191 KHI tentang kalalah, bahwa bait al-mal lebih 
berhak menerima harta warisan dari pada żawū al-arhām 
 
D. Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar terhadap 
kewarisan żawū al-arḥām dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam 
 Latar belakang munculnya KHI untuk mencegah disparitas putusan 
dalam ruang lingkup pengadilan agama, sehingga belum diaturnya kewarisan 
żawū al-arhāmsecara ekspilsit cukup berimplikasi pada munculnya pustusan 
beragam pada kelompok żawū al-arhām, ketentuan tentang ahliwaris pengganti 
dan wasiat wajibah didalam KHI dirasa belum mampu mewakili masalah-masalah 
kewarisan żawū al-arhām. 
Para hakim sepakat bahwa żawū al-arhām lebih diutamakan dari pada Bait 
al-Mal pada kasus pewaris meninggal sebagai kalalah, maka harta ditujukan 
kepada żawū al-arhām, Adapun kedudukan Bait al-Mal sebagaimana diatur dalam 
KHI pasal 191 KHI. żawū al-arhām menurut salah satu hakim tinggi PTA 
Makassar, Drs.H. M. Turchan Badri,S.H., M.H., lebih diutamakan karena 2 hal, 
alasankekerabatan dan hubungan keislaman, sedangkan bait almal hanya 
mengakomodir hubungan keislaman.100 
                                                          
100M. Turchan Badri (61 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 18 Januari 2018 
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Para hakim sepakat bahwa bahwa porsi Wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya1/3 dari harta warisan dapat diberikan kepada anak angkat atau yang 
dianggap anak angkat atau yang berjasa selama hidup pewaris, termasuk jika anak 
angkat tersebut adalah bagian dari żawū al-arhām. Seseorang dapat dianggap 
sebagai anak angkat melalui  kebiasaan adat,  waulaupun prosesi pengangkatan 
tanpa melalui pengadilan. Sekedar diutarakan dengan lisan, biasa dibuktikan 
dengan disunatkan atau bahkan dikawinkan. 101 
Adapun yang menjadi isu sentral dalam masalah żawū al-arhām dalam ruang 
lingkup pengadilan agama adalah perbedaan pandangan para hakim terhadapżawū 
al-arhām jika bersama żawū al-furud, Perbedaan pandangan antara memberikan 
wasiat wajibah kepada żawū al-arhām ataukah memposisikan żawū al-arhām 
sebagai ahli waris pengganti. Menurut Drs. H. Abd Munir S, S.H.bahwa hakim 
mahkama agung sendiri masi berbeda terhadap tentang kewarisan kemanakan dari 
jalur samping (jalur ukhuwah), Menurut beliau ada pendapat yang masi 
menerapkan ahli waris pangganti dan ada juga yang memilih wasiat wajibah.102 
“tidak bisa lagi menyamping, yang kebawa saja, sampai cucu saja tdk bisa 
sampai cicit2, kompilasi bersifat umum, kamar membatasi hanya  sampai cucu 
saja103 
Sedangkan Drs.H. M. Turchan Badri,S.H., M.H. lebih memilih berpegang 
pada ahli waris pengganti, menurutnya apa yang dimuat pada pasal 185 KHI lebih 
konkrik dari pada landasan yang lain.104 
                                                          
101M. Turchan Badri (61 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 18 Januari 2018 
102Abd Munir S(63 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 15 Januari 2018 
103Abd Munir S(63 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 15 Januari 2018 
104M. Turchan Badri (61 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 18 Januari 2018 
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Sebab utama perbedaan tersebut adalah  karena tidak adanya dalil yang 
terperinci menerangkan bagian żawū al-arhām, disamping itu KHI sebagai 
pedoman hakim belum mengaturnya kewarisan żawū al-arhām secara 
menyeluruh. 
 Pendapat  pertama yang memilih wasiat wajibah, tidak membatasi peruntukan 
wasiat wajibah pada anak angkat saja sebagaimana pasal 209KHI,  namun fungsi 
wasiat wajibah lebih meluasuntuk ahliwaris yang terhijab dan żawū al-arhām, 
sebagaimana hukum yang berlaku dibeberapa negara yang menerapkan kewarisan 
Islam. Pendapat yang kedua tetap merujuk pada KHI dengan konsep ahli waris 
pengganti sesuai pasal 185 KHI, Pendapat yang lain berupaya mengambil jalan 
tengah dengan cara membatasi ahli waris penggati hanya pada jalur bunuwah 
(cabang pewaris) atau ubuwah(asal pewaris) sebagaimana telah diatur pada 
putusan Kamar Mahkamah Agung tahun 2015, adapun untuk jalur samping yaitu 
jalurukhuwah(saudara) dan ‘umumah(paman) diberlakukan wasiat wajibah. 
Putusan Kamar Mahkamah Agung tersebut dimuat dalam Surat Edaran nomor 
03 tahun 2015 , point ke 9 
“Menurut hasil rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris 
pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak 
tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-
laki dari saudara kandung adalah ahli waris, sedangkan anak perempuan dari 
saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.”105 
Keputusan memberikan warisan  kepada kelompok żawū al-
arhāmdisaatpewaris masih meninggalkan żawū al-furud pada dasarnya bertolak 
belakang terhadap beberapa pasal kewarisan dalam KHI, seperti pasal tentang rad 
: 
Begitu juga berpeluang menyelisihi pasal 209  KHI yang membatasi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, sebagaimana yang tejadi 
                                                          




pada putusan pengadilanNo43/Pdt.G/2016/PTA.mks dimana sisa harta atau rad 
masi dibagikan kepada penerima wasiat sehingga perolehan harta yang diterima 
melebihi batas maksimal 1/3 dari harta warisan. 
Diantara pertimbangan hakim yang tetap memberikan warisan kelompok żawū 
al-arhām disaat pewaris masih meninggalkan żawū al-furud adalah rasa keadilan 
dan pengaruh hukum adat yang hidup dimasyarakat, ada ruh dan semangat yang 
dikandung dari pemberian żawū al-arhām tersebut yaitu rasa keadilan.106 
Komentar dan Pendapat Penulis: 
Mencermati beberapa pertimbangan hakim tentang kewarisan żawū al-
arhāmdan impilikasinya  sebagaimana diterangkan dimuka maka dipandang perlu 
untuk  mengatur lebih jauh aturan yang lebih jelas dan lebih terperinci tentang 
żawū al-arhāmagar tidak terjadi kekosongan hukum dan terhindar dari disparitas 
putusan pengadilan terhadap żawū al-arhām, Perlu peninjauan kembali pasal-
pasal KHI untuk menghindari kontradiksi penerapan  pasal-pasal KHI tersebut. 
 Adapun solusi yang penulis tawarkan untuk menjawab masalah-masalah 
diatas adalah: 
1. Pentingnya mengatur kewarisan żawū al-arhām yang pada umumnya 
berasal dari kaum wanita secara proporsional,  dalam upaya berkeadilan 
gender dan menutup stigma bahwa KHI diskriminatif terhadap kaum 
wanita, sekaligus sebagai bahan penting kajian keseturaan gender, dimana 
permasalahan ini tidak disiggung pada kepanitiaan CLD-KHI. 
2. memperluas cakupan wasiat wajibah tidak hanya pada anak angkat atau 
yang berjasa dan juga bisa ditujukan untuk żawū al-arhāmsebagaimana 
yang berlaku di negara muslimlainnya 
                                                          
106Mame Sadafal (56 tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
Wawancara, Makassar, 18 Januari 2018 
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3. Meninjau ulang atau menghapuskan pasal tentang ahli waris penggati, 
sebab disamping menimbulkan kontradiksi dengan wasiat wajibah juga 
berpotensi komplik dengan ahli waris yang lebih utama dengannya 
4. Menambah kan kelompok żawū al-arhām pada kasus kalalahsebagaimana 
diatur dalam pasal 191 KHIsebelum melangkah ke bait al-mal , sesuai 
fakta dilapangan bahwa hakim lebih memilih żawū al-arhām dari pada 
baitul mal, dengan alasan rasa keadilan. 
5. Memilih dan merajihkan salah satu metode pembagian kepada żawū al-
arhāmpada kasus żawū al-arhām lebih dari satu, dalam hal ini penulis 
lebih cenderung pada pandangan pendapat ahli tanzil dengan argumentasi 



















 Setelah uraian-uraian dari bab awal sampai bab akhir, berikut ini adalah 
kesimpulan dari seluruh pembahasan-pembahasan yang terdahulu yaitu: 
1. Implementasi Pasal-Pasal Kewarisan dalam Kompilasi Hukum 
Islamterhadap Kewarisan żawū al-arhām di Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar 
Pasal-pasal kewarisan dalam KHI tetap menjadi rujukan utama para hakim 
dalam memutuskan perkara kewarisan żawū al-arhām, khususnya pasal 185 ayat 
1 KHI  tentang ahliwaris pengganti, Pasal 209 ayat 2 KHI tentang wasiat wajibah 
terhadap anak angkat dan pasal 193 KHI tentang rad.Disamping itu para hakim 
dalam ruang lingkup peradilan agama, sangat membutuhkan pedoman tambahan 
dalam memutuskan kewarisan seperti surat edaran Kamar Pengadilan Agama, 
serta referensi-referensi fikih kontemporer khususnya pada penerapan  żawū al-
arhām dibeberapa negara yang menerapkan kewarisan Islam. 
2. Implikasi Pasal-Pasal Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap 
Kewarisan żawū al-arhām di Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
KHI mengakomodir  kewarisanżawū al-arhāmmelalui jalur wasiat wajibah 
atau sebagai ahli waris penggati, Pasal-pasal Kewarisan KHI juga berimplikasi 
pada penerapan metode pembagian ahli qarabah bagi penerima wasiat wajibah 
dan metode ahli tanzil yang berposisi sebagai ahliwaris pengganti. 
Disisi lain, kewarisan żawū al-arhāmdapat berimplikasi pada pengabaian 
beberapa pasal dalam KHI, seperti: 
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a. Mengabaikan pasal 193 KHI tentang rad, bahwa rad diperuntukkan kepada 
ahliwaris yang ada saja dan tidak kepada żawū al-arhām. 
b. Mengabaikan pasal 209  ayat 2 KHI, bahwa ambang batas pemberian harta 
kepada selain ahli waris disaat sebagian ahli waris masih hidup. 
c. Mengabaikan pasal 191 KHI tentang kalalah, bahwa bait al-mal lebih berhak 
menerima harta warisan dari pada żawū al-arhām 
 
3. PandanganHakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar terhadap kewarisan 
żawū al-arḥām dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam 
Diantara pandangan hakim terhadap kewarisan żawū al-arhām: 
a. Para hakim sepakat bahwa żawū al-arhām lebih diutamakan dari pada Bait al-
Mal pada kasus pewaris meninggal sebagai kalalah. 
b. Para hakim juga sepakat bahwa porsi Wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 
dari harta warisan dapat diberikan kepada anak angkat atau yang dianggap 
anak angkat selama ahli waris masih ada. 
c. Perbedaan para hakim dalam masalah kewarisanżawū al-arhām jika bersama 
żawū al-furud, diantara pendapat hakim: 
1) Memberikan wasiat wajibah kepada żawū al-arhām 
2) Memposisikan żawū al-arhāmsebagai Ahliwaris pengganti. 
3) Pendapat yang mengambil jalan tengah dengan cara membatasi ahli waris 
penggati hanya pada jalur bunuwah (cabang pewaris) sampai cucu saja. 
adapun untuk jalur samping yaitu jalur ukhuwah (saudara) dan ‘umumah 





B. Implikasi Penelitian 
 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas maka dapat 
dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 
1. Implikasi Teoritis 
Kompilasi Hukum Islam hingga hari ini masih menjadi pedoman utama 
para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perdata Islam, 
diantaranya perkara kewarissan Islam, Selama kurang lebih 17 tahun sejak 
diberlakukan melalui inpres RI No.1 tahun 1991, KHI belum pernah mengalami 
pembaharuan. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat tumpang tindih antara 
pasal-pasal yang bersinggungan dengan kewarisan żawū al-arham, oleh karena itu 
melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam 
rangka pembaruan hukum Islam, diharapkan  pula mendorong penelitian lanjutan 
khususnya mengenai kewarisan  żawū al-arhām, dan tidak menutup kemungkinan 
padaupaya perubahan hukum secara formil melaluirevisi pasal-pasal KHI bahkan 
sampai pada upaya menaikkan status KHI menjadi undang-undang dalam sistem 
hukum nasional 
 
2. Implikasi Praktis 
 
 Diharapkan menjadi bahan alternatif masyarakat Indonesia dalam 
pembagian warisan yang melibatkan kelompok żawū al-arhām, serta menjadi 





KOMPOSISI BAB (OUTLINE) 
BAB  I :  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 
C. Rumusan Masalah 
D. Kajian Pustaka 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
BAB II :  TINJAUAN TEORETIS 
A. Żawu Al-Arḥām 
B. Kompilasi Hukum Islam 
C.       Peradilan Agama 
D. Kerangka Konseptual 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
B. Pendekatan penelitian  
C. Sumber data 
D. Metode Pengumpulan Data 
E. Dokumentasi 
F. Instrumen Penelitian  
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
H.       Pengujian keabsahan data 
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BAB IV: PANDANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA  
MAKASSAR TERHADAP KEWARISAN ŻAWU AL-ARḤĀM DITINJAU DARI 
KOMPILASI HUKUM ISLAM 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
B. Implementasi Pasal-Pasal Kewarisan dalam Kompilasi Hukum 
Islam terhadap Kewarisan żawū al-arhām di Pengadilan Tinggi 
Agama Makassar 
C. Implikasi Pasal-Pasal Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 
terhadap Kewarisan żawū al-arhām di Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar 
D. PandanganHakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar terhadap 
kewarisan żawū al-arḥām dalam perspektif Kompilasi Hukum 
Islam 
BAB V: PENUTUP 
A. Kesimpulan 















KAJIAN PASAL-PASAL KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP 
KEWARISAN ZAWU AL-ARHAM MENURUT HAKIM TINGGI PADA 
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR 
 
1. Bagaimana pandangan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
terhadap kewarisan żawū al-arḥām? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum para hakim dalam menetapkan 
kewarisan żawū al-arḥām? 
3. Sejauh mana para hakim menjadikan KHI sebagai pedoman dalam 
memutuskan perkara waris, khususnya pada kewarisan żawū al-arḥām? 
4. Bagaimana implikasi pasal-pasal KHI terhadap kewarisan żawū al-arḥām? 
5. Dalam kondisi bagaimana żawū al-arḥām dapat menerima wasiat wajibah 
atau ahliwaris pengganti atau rad? 
6. Bagaimana eksistensi bait al-mal sebagai lembaga penerima warisan 
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